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“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?”  
(QS. Arrahman: 13) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”  
(QS. Asy-Syarh: 5-6) 
“Never stop learning, because life never stops teaching you.” 
(Aulia Luthfi F) 
 “The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be 
compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived 
well.” (Emerson) 
“If you can’t be happy, be productive. If you can’t feel good, do good. Do 
something. Do anything. Make a list of everything that you need to do in a day to 
move your life forward, to bring yourself to where you want to be. Do those 
things, even when you don’t feel like it. Start small, and let the momentum build.” 
(Brianna West) 
“Stop hating yourself for everything you aren’t and start loving yourself for 
everything you already are.” 
(Aulia Luthfi F) 
“If you believe in yourself, anything is possible.” 
(Aulia Luthfi F) 
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DALAM RANGKA PEMANFAATAN ATAU PEMINDAHTANGANAN 
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Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, 2019, 107 Halaman. 
Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
gambaran mengenai Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah 
dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan pada 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Prosedur 
Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan ini adalah tentang bagaimana penerapan 
peraturan yang dibuat Pemerintah (Kementerian Keuangan) sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara sesuai ketentuan yang berlaku. 
Jenis pengamatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
menggambarkan, memaparkan, menentukan dan menganalisa data yang ada 
secara terperinci dan mendalam terkait dengan kondisi yang terjadi di Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tentang Penilaian 
Barang Milik Negara. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara 
dengan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian, observasi, serta mengkaji dokumen dan 
arsip. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta diperoleh hasil bahwa Prosedur 
Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Surakarta adalah memperoleh Surat Permohonan dari 
Pengelola dan Pengguna Barang; Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian; 
Pembentukan Tim Penilai disertai Surat Tugas; Survei Lapangan dalam rangka 
Penilaian; Penyusunan Laporan Penilaian dengan melakukan analisis data, 
penentuan pendekatan, dan simpulan nilai; Peer Review; Laporan Penilaian. 
Dalam pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Prosedur 
Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Surakarta sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
 





A. Latar Belakang Masalah 
Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
Kementerian Keuangan memiliki peranan vital di Negara Indonesia yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 
keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa 
Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang Keuangan 
Negara bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah 
Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas 
pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Pengelolaan 
keuangan negara akan berjalan lancar apabila disertai kegiatan 
administrasi pengelolaan keuangan negara yang baik.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 
pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat 
pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 
pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, Kewenangan Pengelolaan Keuangan 
Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang 
bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, 
kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara 
lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, 
penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian 
negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan 
penerimaan negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi 
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keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, 
antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, 
keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan 
aset dan piutang negara. 
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 
Kementerian Keuangan memiliki tugas yaitu mengelola barang 
milik/kekayaan negara. Dalam mengelola kekayaan negara, Kementerian 
Keuangan mendirikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan 
negara, piutang negara, dan lelang. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara memiliki unit kerja vertikal di daerah yaitu Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).  KPKNL mempunyai 
tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, 
piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas di bidang kekayaan 
negara, KPKNL memiliki wewenang untuk mengelola barang yang 
dimiliki oleh negara atau Barang Milik Negara. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang 
Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan 
Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, 
Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan, 
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dan pengendalian. Barang Milik Negara merupakan bagian dari Aset 
Negara. 
Dalam penyusunan Neraca Pemerintah Pusat yang terdapat pada 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standard Akuntansi Pemerintah, Barang Milik Negara dikategorikan 
sebagai Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Barang Milik Negara 
yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai 
atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 
piutang, dan persediaan. Sedangkan Barang Milik Negara yang 
dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 
digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 
umum. Barang Milik Negara berupa Aset Tetap meliputi Tanah; Peralatan 
dan Mesin; Gedung dan Bangunan; dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset 
tetap lainnya; dan Kontruksi dalam pengerjaan. Barang Milik Negara 
berupa aset tetap yang sudah diberhentikan dari penggunaan aktif 
pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. 
Banyaknya instansi pemerintah di Indonesia yang belum 
mencantumkan nilai wajar aset tetap dan aset lancar sesungguhnya di 
Laporan Keuangan khususnya di Neraca, maka hal ini membuat Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga tinggi sistem 
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengeluarkan opini 
Tidak Wajar (TW) pada laporan keuangan beberapa instansi tersebut. Oleh 
karena itu, KPKNL khususnya Seksi Pelayanan Penilaian membantu 
melakukan penilaian aset tetap dan aset lancar yang dimiliki oleh instansi 
pemerintah tersebut agar mendapatkan nilai wajar aset tetap dan aset 
lancar yang sesungguhnya dan dapat memperbaiki laporan keuangan 
khususnya neraca yang dianggap BPK tidak wajar. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, 
penulis tertarik untuk menganalisis prosedur penilaian Barang Milik 
Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau 
Pemindahtanganan. Penulis memilih aset tetap berupa Tanah dan/atau 
Bangunan karena objek yang dinilai di setiap instansi berbeda-beda bentuk, 
struktur, dan ukuran nya; selain itu penulis memilih aset lancar berupa 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan sehingga membutuhkan ketelitian 
dan pengalaman dari seorang penilai pemerintah. Maka penulis 
mengambil judul “Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah 
dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan 
pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta” 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dideskripsikan oleh 
penulis, maka rumusan masalah dalam pengamatan ini adalah “Bagaimana 
Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau 
Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan pada 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta?” 
 
C. Tujuan Pengamatan 
Adapun tujuan pengamatan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Operasional 
Dapat mengetahui dan mendeskripsikan Prosedur Penilaian Barang 
Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. 
2. Tujuan Fungsional 
Agar hasil pengamatan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, baik 
untuk ilmu pengetahuan maupun sebagai referensi tambahan dalam 




3. Tujuan Individual 
Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya 
Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Pengamatan 
1. Bagi Penulis 
Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu baik teori 
maupun praktik yang telah penulis peroleh selama kuliah di 
Universitas Sebelas Maret, serta menambah pengetahuan serta 
wawasan khususnya mengenai Prosedur Penilaian Barang Milik 
Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan 
atau Pemindahtanganan di KPKNL Surakarta. 
2. Bagi Masyarakat Umum 
Menjadi referensi bagi masyarakat umum baik perorangan maupun 
intansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan 
Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau 
Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan di 
KPKNL Surakarta. 
3. Bagi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Dapat dijadikan acuan dalam penyusunan tugas serta untuk menambah 
pengetahuan dan wawasan terkait dengan Prosedur Penilaian Barang 
Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan di KPKNL Surakarta. 
4. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Surakarta 
Hasil pengamatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 
KPKNL Surakarta untuk lebih meningkatkan potensi dalam Penilaian 
Barang Milik Negara dan diharapkan dapat mewujudkan target 




TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN 
A. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Prosedur 
a. Pengertian Prosedur 
Ida Nuraida (2014: 43) menyebutkan bahwa Kegiatan 
administratif kantor harus mempunyai pola kerja yang baik yang 
menunjang pencapaian tujuan organisasi, dengan didukung oleh 
pencatatan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus 
dilakukan dalam mencapai tujuan yang dibuat sebelumnya. 
Menurut Moekijat (1997: 53) dalam Ida Nuraida (2014: 43) 
menjelaskan bahwa prosedur perkantoran atau sistem perkantoran 
adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan 
pekerjaan) melakukan suatu pekerjaan; berhubungan dengan apa 
yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana 
melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang 
melakukannya. 
Prosedur merupakan bagian dari rencana kantor. Prosedur 
menurut  MC. Maryati (2007: 43) adalah serangkaian dari tahapan-
tahapan atau urut-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait 
dalam menyelesaikan suatu kerjaan. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur 
merupakan metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani 
aktivitas-aktivitas yang akan datang (Ida Nuraida, 2014: 43). 
Menurut Moekijat (1995: 106), istilah metode menunjukkan cara 
pelaksanaan pekerjaan atas suatu tugas yang terdiri atas satu atau 
lebih kegiatan yang bersifat tulis-menulis oleh seorang pegawai. 
Dengan demikian, serangkaian metode yang disatukan akan 




b. Pentingnya Prosedur 
Menurut MC Maryati (2007: 43) prosedur bersifat penting 
dikarenakan: 
1) Membuat pekerjaan kantor dapat dilaksanakan lebih lancar 
sehingga waktu penyelesaian lebih cepat. 
2) Memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan 
bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. 
3) Menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang 
lain. 
4) Mengendalikan pekerjaan dengan baik dan membuat 
penghematan bagi perusahaan. 
c. Prinsip-Prinsip Prosedur 
Prinsip-prinsip prosedur yang baik menurut MC Maryati (2007: 
44) adalah sebagai berikut: 
1) Sederhana, tidak terlalu rumit dan berbelit-belit. 
2) Mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan 
telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan. 
3) Prosedur kerja yang ditetapkan haruslah prosedur yang telah 
teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan, gerakan, 
dan usaha yang tidak perlu. Artinya prosedur tersebut 
menghemat gerakan atau tenaga. 
4) Prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan. 
5) Prosedur dibuat fleksibel, artinya bisa dilakukan perubahan jika 
terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak.  
6) Prosedur ditetapkan dengan memperhatikan penggunaan alat, 
misalnya mesin agar optimal. 
7) Prosedur harus menunjang pencapaian tujuan. 
d. Manfaat Prosedur 
Menurut Ida Nuraida (2014: 44-46), prosedur sangat 
bermanfaat bagi level manajerial maupun level non-manajerial 
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dalam melaksanakan fungsi manajemen, di antaranya sebagai 
berikut: 
1) Planning-controlling 
a) Mempermudah pencapaian tujuan. 
b) Merencanakan dengan seksama tentang besarnya beban 
kerja yang optimal bagi masing-masing pegawai. 
c) Menghindari pemborosan atau memudahkan penghematan 
biaya. 
d) Mempermudah pengawasan mengenai apa yang seharusnya 
dilakukan dan yang sudah dilakukan, apakah pelaksanaan 
pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur atau belum. 
Apabila belum, perlu diketahui penyebabnya sebagai bahan 
masukan untuk mempertimbangkan apakah perlu dilakukan 
tindakan koreksi terhadap pelaksanaan atau revisi terhadap 
prosedur. Dengan adanya prosedur yang telah dibakukan, 
maka dapat menyampaikan proses umpan balik yang 
konstruktif. 
2) Organizing 
a) Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh 
pegawai, mengenai hal-hal berikut: 
1. Tanggung jawab setiap prosedur pada masing-masing 
bagian, terutama sekali pada saat pelaksanaan kegiatan 
yang berkaitan dengan bagian-bagian lain. 
2. Proses penyelesaian suatu pekerjaan. 
b) Dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan 
kantor serta dokumen-dokumen kantor yang diperlukan. 
c) Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih lancar 
dan baik, serta menciptakan konsistensi kerja. 
3) Staffing-leading 
a) Membantu atasan dalam memberikan pelatihan atau dasar-
dasar instruksi kerja bagi pegawai baru dan pegawai lama. 
9 
 
b) Atasan perlu mengadakan penyuluhan bagi bawahan yang 
bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Penyebabnya harus 
diketahui dan atasan dapat memberikan pengarahan yang 
dapat memotivasi pegawai agar mau memberikan 
kontribusi yang maksimal bagi kantor. 
c) Mempermudah pemberian penilaian terhadap bawahan. 
4) Coordinating 
a) Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap 
departemen dan antardepartemen. 
b) Menetapkan dan membedakan prosedur-prosedur yang 
rutin dan prosedur-prosedur yang independen. 
e. Metode Penulisan Prosedur 
Menurut Ida Nuraida (2014: 47-49), metode penulisan prosedur 
adalah sebagai berikut: 
1) Deskriptif 
Ini adalah cara yang paling sederhana sehingga prosedur 
yang dituliskan juga merupakan prosedur yang sederhana yang 
tidak memerlukan simbol-simbol khusus. 
2) Chart 
Prosedur kerja yang dibuat dalam bentuk gambar atau 
simbol bertujuan agar terlihat lebih sederhana bagi pelaksana 
sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam 
pekerjaan. Untuk mempermudah analisis terhadap prosedur 
atau metode kerja serta mempermudah komunikasi, sebaiknya 
informasi disajikan secara visual. Untuk keperluan tersebut, 
disusun berbagai simbol (kode) bagi setiap kegiatan yang 
penting. 
Simbol dapat berupa gambar-gambar visual yang 
melukiskan instruksi-instruksi, macam kegiatan, perpindahan 
satu kegiatan ke kegiatan yang lain, dan sebagainya sehingga 
tampak jelas kaitan atau ketergantungan antara satu kegiatan 
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dan kegiatan yang lain. Menurut Winardi (1990: 23) dalam Ida 
Nuraida (2014: 47), diagram memungkinkan dikuranginya 
tahap-tahap prosedur tertulis dan digantikan dengan simbol 
atau kode yang menunjukkan seluruh aksi dalam bentuk yang 
dipersingkat.  
Diagram merupakan alat yang sangat baik untuk pekerjaan 
analisis dan melatih personel dalam bentuk visual displai yang 
mengungkapkan sejarah prosedur yang bersangkutan bagi 
seorang pekerja. Chart kadang-kadang berarti peta, diagram, 
tabel, atau gambar. 
Penulisan prosedur dengan chart  diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
a) Gambar/skema 
Biasanya digunakan pada perusahaan assembling. 
Pembuat knock down furniture, blender, atau kereta dorong 
bayi harus membuat gambar-gambar mengenai tahapan 
cara memakai dan melepaskannya sebagai panduan bagi 
konsumen yang membelinya. 
b) Arus pergerakan dokumen (document flow chart) 
Disini dapat diketahui bagian/departemen/divisi 
yang terlibat dalam prosedur untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu, tanggung jawab setiap bagian/departemen/divisi 
tersebut terhadap arus pergerakan dokumen dari start 
sampai finish, serta macam dan jumlah rangkap/tembusan 
yang diperlukan dalam tiap arus pergerakan dokumen. 
Dengan kata lain, arus pergerakan dokumen menunjukkan 
perpindahan formulir-formulir kantor dan salinannya dari 
satu bagian ke bagian lain. 
c) Proses kegiatan (flow process chart) 
Proses melewati bagian/departemen. Artinya, bisa 
terjadi beberapa proses dalam bagian yang sama. Jadi, yang 
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terpenting bukanlah dokumen dan bagiannya, melainkan 
proses pelaksanaan suatu prosedur kerja. Namun, dalam 
proses ini belum jelas penanggung jawab untuk setiap 
proses. Simbol ini memperlihatkan segala proses yang 
berangkai di dalam suatu prosedur dari awal hingga selesai. 
Menurut Winardi (1990: 233) dalam Ida Nuraida (2014: 48), 
process chart merupakan salah satu alat yang berguna 
untuk melakukan penyerdehanaan kerja. 
d) Movement Diagram (Diagram Gerakan) 
Diagram gerakan menunjukkan gerakan melalui 
ruangan. Diagram gerakan dapat digambarkan pada sebuah 
lay out berskala pada sebuah meja atau floor plan sehingga 
gerakan tersebut dapat diukur dan dipandang dalam 
hubungannya dengan faktor-faktor fisik. Bentuk ini 
berguna untuk mencari kembali (back tracking) gerakan 
fisik yang bersangkutan dan merelokasi hambatan-
hambatan yang terjadi (Winardi, 1990: 231). 
f. Tahapan Penulisan Prosedur 
Menurut Ida Nuraida (2014: 54) prosedur kantor harus 
mendukung pencapaian tujuan bagian, departemen, divisi, dan 
organisasi secara keseluruhan, serta menciptakan arus kerja yang 
efisien untuk mempermudah pengambilan keputusan oleh yang 
berwenang serta mempermudah pelaksanaan kegiatan operasional 
kantor sehari-hari. Untuk itu ada beberapa tahapan yang harus 
dilalui, yaitu sebagai berikut: 
1) Identifikasi pekerjaan/operasi yang akan dikerjakan dan 
dianalisis dengan sistem yang sudah ada. 
2) Selaraskan logika prosedur yang akan dibuat dengan seluruh 
prosedur yang ada di perusahaan. 
3) Buat urutan langkah yang paling cocok dan logis. 
a) Hindarkan penulisan yang panjang lebar. 
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b) Buat tiap langkah ke arah penyelesaian pekerjaan. 
c) Hindarkan keterlambatan, pengulangan, dan back tracking, 
yaitu pegawai harus kembali ke tahap awal prosedur lagi 
apabila mengalami hambatan di tengah-tengah pelaksanaan 
prosedur. 
d) Minimalkan duplikasi dokumen. Artinya, jangan sampai 
dokumen diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan 
sehingga menimbulkan ketidakefisienan. 
e) Cantumkan dengan jelas penanggung jawab pada setiap 




a. Pengertian Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang 
Milik Negara, Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan 
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik 
Negara pada saat tertentu. Penilaian Barang Milik Negara 
dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal. 
b. Pengertian Penilai 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang 
Milik Negara, Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian 
secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 
Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara, selanjutnya disebut Penilai Direktorat Jenderal, adalah 
Penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal 
yang diangkat oleh kuasa Menteri yang diberi tugas, wewenang, 
dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas 
hasil penilaiannya secara independen. 
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Tim Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di 
bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal. Tim Penilai Direktorat 
Jenderal di Kantor Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Kantor Wilayah. Tim Penilai Direktorat Jenderal di Kantor 
Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan. 
Tim Penilai Direktorat Jenderal mempunyai anggota dalam 
jumlah bilangan ganjil yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 
(tiga) orang dengan 1 (satu) orang berkedudukan sebagai ketua 
yang merangkap sebagai anggota. Anggota Tim Penilai Direktorat 
Jenderal merupakan Penilai Direktorat Jenderal dan/atau pegawai 
yang dianggap cakap untuk menjadi anggota Tim Penilai 
Direktorat Jenderal. 
c. Objek Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang 
Milik Negara, Objek Penilaian merupakan Barang Milik Negara 
yang meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan barang yang 
berasal dari perolehan lainnya yang sah. Contoh Objek Penilaian 
adalah tanah dan gedung Universitas Sebelas Maret, kendaraan 
dinas yang dibeli menggunakan APBN/APBD, tanah milik 
Kementerian atau Lembaga Negara, gedung milik Kementerian 
atau Lembaga. 
d. Tujuan Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang 
Milik Negara, Penilaian Barang Milik Negara dilakukan untuk 
penyusunan neraca Pemerintah Pusat; Pemanfaatan; 
Pemindahtanganan; pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Surat 
14 
 
Berharga Syariah Negara. Hal tersebut dilaksanakan untuk 
mendapatkan Nilai Wajar. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang 
akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk 
penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan 
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal 
Penilaian. 
Selain itu, Penilaian dalam rangka Pemanfaatan Barang 
Milik Negara dalam bentuk Sewa dilaksanakan untuk mendapatkan 
Nilai Wajar atas Sewa. Nilai Wajar Atas Sewa adalah estimasi 
jumlah uang yang akan diterima dari penyewaan suatu aset antara 
pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan 
transaksi sewa yang wajar pada tanggal Penilaian. 
e. Subjek Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang 
Milik Negara, Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah 
dan/atau bangunan; dan selain tanah dan/atau bangunan untuk 
penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan pelaksanaan kegiatan 
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selain melakukan Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana 
yang telah disebutkan, Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan 
Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan 
untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dalam hal dimohonkan 
oleh Pengguna Barang; atau dimohonkan/ditugaskan oleh 
Pengelola Barang. 
f. Pelaksanaan Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang 
Milik Negara, Pelaksanaan Penilaian meliputi proses pengumpulan 
data awal; survei lapangam/pengumpulan data; analisis data; 
penentuan pendekatan Penilaian; simpulan nilai; dan penyusunan 
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laporan penilaian. Penilaian dapat dilakukan tanpa survei lapangan 
terhadap fisik objek Penilaian dalam hal Penilaian dilakukan dalam 
rangka Penilaian Kembali untuk tujuan penyusunan  neraca 
Pemerintah Pusat. 
g. Pendekatan Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang 
Milik Negara, Penilaian dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan data pasar; pendekatan biaya; dan/atau pendekatan 
pendapatan yang berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian yang 
diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Direktur yang memiliki 
tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal. 
Tim Penilai Direktorat Jenderal dapat memilih pendekatan 
yang dianggap paling mencerminkan nilai objek Penilaian. Tim 
Penilai Direktorat Jenderal dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) 
pendekatan Penilaian. Dalam hal digunakan 2 (dua) atau lebih 
pendekatan Penilaian, Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan 
rekonsiliasi berdasarkan bobot atas indikasi nilai dari pendekatan 
yang digunakan atau memilih pendekatan yang dianggap paling 
mencerminkan nilai objek Penilaian. Bobot atas indikasi nilai dari 
masing-masing pendekatan ditentukan berdasarkan pertimbangan 
profesional Penilai Direktorat Jenderal. 
h. Laporan Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang 
Milik Negara, hasil Penilaian dituangkan dalam Laporan Penilaian. 
Laporan Penilaian ditulis dalam Bahasa Indonesia. Di dalam 
Laporan Penilaian paling sedikit memuat: (1) Uraian Objek 
Penilaian; (2) Tanggal survei lapangan; (3) Tanggal Penilaian, 
Tanggal Penilaian merupakan tanggal terakhir pelaksanaan survei 
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lapangan atas Objek Penilaian; (4) Hasil analisis data; (5) 
Pedekatan Penilaian; (6) Simpulan nilai. 
Dalam hal Penilaian dalam rangka penyusunan neraca 
Pemerintah Pusat, Penilaian dilakukan tanpa survei lapangan 
terhadap objek penilaian sehingga Laporan Penilaian tidak memuat 
tanggal survei lapangan namun tanggal Penilaian merupakan 
tanggal surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang yang menerangkan kondisi dari objek Penilaian. 
Laporan Penilaian Barang Milik Negara berlaku paling 
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Penilaian. Laporan 
Penilaian ditandatangani oleh ketua dan anggota tim Penilai 
Direktorat Jenderal. Ketua dan anggota tim Penilai Direktorat 
Jenderal bertanggung jawab atas Laporan Penilaian. Anggota tim 
Penilai Direktorat Jenderal dapat tidak menandatangani Laporan 
Penilaian, dengan alasan tertulis yang dilampirkan dalam Laporan 
Penilaian. 
Untuk melaksanakan kendali mutu atas Laporan Penilaian 
Barang Milik Negara dalam rangka Pemanfaatan atau 
Pemindahtanganan, dilakukan pemaparan atas konsep Laporan 
Penilaian. Pemaparan konsep laporan penilaian meliputi: (1) 
administrasi Laporan Penilaian; (2) prosedur dan penerapan 
metode Penilaian. Pemaparan konsep Laporan Penilaian dilakukan 
sebelum Laporan Penilaian ditandatangani oleh tim Penilai 
Direktorat Jenderal. Pelaksanaan teknis pemaparan konsep 
Laporan Penilaian dilakukan sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. 
Laporan Penilaian dapat dilakukan revisi sepanjang masa 
berlaku Laporan Penilaian belum berakhir dan belum digunakan 
oleh pemohon/pemberi tugas. Dalam hal dilakukan revisi atas 
laporan penilaian, Tim Penilai menyatakan dalam Laporan 
Penilaian revisi bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi 
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dan membatalkan laporan penilaian sebelumnya dengan 
mencantumkan nomor dan tanggal laporan yang dibatalkan; 
menyatakan alasan dilakukan revisi; membuat kertas kerja revisi; 
dan menggunakan nomor laporan Penilaian yang berbeda dengan 
nomor laporan Penilaian sebelumnya. 
Laporan Penilaian Barang Milik Negara tetap berlaku 
sampai dengan tanggal surat permohonan persetujuan dari Menteri 
kepada Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat, untuk Penilaian 
Barang Milik Negara dalam rangka Pemanfaatan atau 
Pemindahtanganan yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan 
Perwakilan Rakyat, sepanjang konsep surat tersebut disampaikan 
oleh Direktur Jenderal pada masa berlaku Laporan Penilaian. 
 
3. Barang Milik Negara 
a. Pengertian Barang Milik Negara 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Barang 
Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah.  
Sebagaimana yang dimaksud pada berasal dari perolehan 
lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari 
hibah/sumbangan atau sejenisnya, barang yang diperoleh sebagai 
pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan, atau barang yang 
diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. 
b. Pengelolaan Barang Milik Negara 
1) Pengertian Pengelolaan Barang Milik Negara 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
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Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan 
asas fungsional, kepastian, hukum, transparansi, efisiensi, 
akuntabilitas, dan kepastian nilai.  
Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan 
Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; 
Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; 
Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; 
dan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. 
2) Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara 
a) Pengelola Barang 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara, Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang 
dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan 
pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik 
Negara. Pengelola Barang Milik Negara adalah Menteri 
Keuangan yang selaku bendahara umum negara. Pengelola 
Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab: 
1. Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan 
pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara; 
2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang 
Milik Negara; 
3. Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang 
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 
4. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak 




5. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada 
pada Pengelola Barang, dan seterusnya. 
b) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara, Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 
kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara, sedangkan 
Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya 
dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, Pengguna Barang 
Milik Negara adalah Menteri/Pimpinan Lembaga selaku 
pimpinan Kementerian/Lembaga. Sedangkan Kuasa 
Pengguna Barang Milik Negara adalah Kepala kantor 
dalam lingkungan Kementerian/Lembaga. 
Pengguna Barang Milik Negara memiliki 
wewenang dan tanggung jawab, yaitu menetapkan Kuasa 
Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus 
dan menyimpan Barang Milik Negara; mengajukan rencana 
kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara untuk 
Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya; melaksanakan 
pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan seterusnya. 
Kuasa Pengguna Barang memiliki wewenang dan 
tanggung jawab, yaitu mengajukan rencana kebutuhan 
Barang Milik Negara untuk lingkungan kantor yang 
dipimpinnya kepada Pengguna Barang; menggunakan 
Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya 
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor 
yang dipimpinnya; mengajukan usul Pemanfaatan dan 
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Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada 




a. Pengertian Pemanfaatan 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah 
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau 
optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah 
status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Negara 
dilaksanakan oleh Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara 
yang berada dalam penguasaannya; Pengguna Barang dengan 
persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang 
berada dalam penguasaan Penggunaan Barang. Pemanfaatan 
Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan 
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan 
negara/daerah dan kepentingan umum. 
b. Bentuk Pemanfaatan 
1) Sewa 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh 
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan 
uang tunai. Sewa Barang Milik Negara dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang. Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara 
paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk kerja 
sama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha yang 
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memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun, atau 
ditentukan lain dalam Undang-Undang. 
Besaran Sewa Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau 
bangunan ditetapkan oleh Pengelola Barang. Besaran Sewa 
Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan 
ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan 
Pengelola Barang. Sewa Barang Milik Negara dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian, sekurang-kurang nya memuat 
a) Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka 
waktu;  
c) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; 
d) Hak dan kewajiban para pihak. 
Hasil Sewa Barang Milik Negara merupakan penerimaan 
negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas 
Umum Negara. Penyetoran uang Sewa harus dilakukan 
sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 
ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Negara. 
Untuk penyetoran uang Sewa Barang Milik Negara dalam 
rangka kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara 
bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. 
2) Pinjam Pakai 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar 
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa 
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir 
diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. Jangka waktu 
Pinjam Pakai Barang Milik Negara paling lama 5 (lima) tahun 
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dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Pinjam Pakai 
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya 
memuat: 
a) Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b) Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan 
jangka waktu; 
c) Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan 
d) Hak dan kewajiban para pihak. 
3) Kerja Sama Pemanfaatan 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik 
Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 
dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/ 
pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja 
Sama Pemanfaatan Batang Milik Negara dengan pihak lain 
dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan 
hasil guna Barang Milik Negara dan/atau meningkatkan 
penerimaan negara/pendapatan negara. 
4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, 
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya 
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana 
berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 
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Sedangkan Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan 
Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain 
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan 
untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang disepakati. 
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik 
Negara dilaksanakan oleh Pengelola Barang. Jangka waktu 
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik 
Negara paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 
ditandatangani.  Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna 
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya 
memuat: 
a) Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b) Objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 
c) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 
d) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam 
perjanjian. 
5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara 
Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan 
infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik 
Negara dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha. Badan 
Usaha yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi. Jangka 
waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 
(lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan mitra 
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Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
5. Pemindahtanganan 
a. Pengertian Pemindahtanganan 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Pemindahtanganan adalah pengalihan Barang Milik Negara/Daerah. 
Barang Milik Negara yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan 
tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan. 
b. Bentuk Pemindahtanganan 
1) Penjualan 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik 
Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima 
penggantian dalam bentuk uang. 
Penjualan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan 
pertimbangan untuk optimalisasi Barang Milik Negara yang 
berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; secara ekonomis 
lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan/atau 
sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penjualan Barang Milik Negara dilakukan secara lelang 
dengan memperhitungkan faktor penyesuaian, kecuali dalam 
hal Barang Milik Negara yang bersifat khusus; Barang Milik 
Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola 
Barang. Hasil penjualan Barang Milik Negara wajib disetorkan 






2) Tukar Menukar 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik 
Negara atau Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau 
antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, 
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, 
paling sedikit dengan nilai seimbang. 
Tukar Menukar Barang Milik Negara dilaksanakan dengan 
pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan operasional 
penyelenggaraan pemerintah; untuk optimalisasi Barang Milik 
Negara; dan tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara.  
3) Hibah 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari 
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa 
memperoleh penggantian. 
Hibah Barang Milik Negara dilakukan dengan 
pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, 
kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan 
penyelenggaraan pemerintah negara. Hibah harus memenuhi 
syarat yaitu bukan merupakan barang rahasia negara; bukan 
merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; 
tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan 
penyelenggaraan pemerintahan negara. Hibah dapat berupa 
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tanah dan/atau bangunan; tanah dan/atau bangunan yang berada 
pada Pengguna Barang; atau selain tanah dan/atau bangunan.  
4) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan 
kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula 
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan 
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 
negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang 
Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, 
memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan 
kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan 
hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal Pemerintah 
Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dapat berupa 
tanah dan/atau bangunan; tanah dan/atau bangunan pada 
Pengguna Barang; Barang Milik Negara/Daerah selain tanah 
dan/atau bangunan. 
 
6. Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan 
dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara, 
Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan 
untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan berdasarkan 
permohonan dari Pengelola Barang, atau pihak yang memiliki 
kewenangan. Permohonan Penilaian disertai dengan data dan informasi 
yang meliputi latar belakang permohonan; tujuan Penilaian; dokumen 
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kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan (contoh: 
dokumen kepemilikan berupa fotokopi sertifikat, untuk objek Penilaian 
berupa tanah; dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan berupa 
fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, untuk objek Penilaian berupa 
Bangunan, untuk objek Penilaian berupa bangunan); deskripsi objek 
Penilaian; dokumen penatausahaan barang berupa fotokopi Kartu 
Identitas Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada 
Pengguna Barang. 
Permohonan dari Pengelola Barang diajukan secara tertulis kepada: 
a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada 
Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal 
di Kantor Pusat; 
b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat 
Jenderal di Kantor Wilayah; 
c. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian 
pada Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat 
Jenderal di Kantor Wilayah; 
d. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat 
Jenderal di Kantor Pelayanan; atau 
e. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian 
pada Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat 
Jenderal di Kantor Pelayanan. 
Permohonan dari pihak yang memiliki kewenangan diajukan 
secara tertulis kepada: 
a. Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada 
Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal 
di Kantor Pusat; 
b. Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat 
Jenderal di Kantor Wilayah; atau 
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c. Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorar 
Jenderal di Kantor Pelayanan. 
 
7. Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau 
Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan 
Prosedur ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui secara jelas 
tentang bagaimana langkah atau urutan-urutan proses Penilaian Barang 
Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Adapun yang 
menjadi pedoman seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Surakarta adalah 
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN 2013 
tentang Standard Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) 
Seksi Pelayanan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang, yang menjelaskan bahwa Penilaian Barang Milik Negara 
merupakan serangkaian proses yang harus dilalui dan dilaksanakan 
sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku, dimulai dari Surat 
Permohonan dari Pengguna dan Pengelola Barang, Pembentukan Tim 
Penilai, Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian, Survei 
Lapangan dalam rangka Penilaian, dan Penyusunan Laporan Penilaian. 
Dari sekian banyak SOP Seksi Pelayanan Penilaian yang tercantum 
dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN 
2013, penulis hanya mengambil beberapa SOP yang terkait dengan 
judul yaitu SOP Pembentukan Tim Penilai, SOP Verifikasi dan 
Analisis Permohonan Penilaian, SOP Pelaksanaan Survei Lapangan 
dalam rangka Penilaian, dan SOP tentang Penyusunan Laporan 
Penilaian. 
Adapun bagan Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa 
Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau 
Pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Surakarta yang sesuai Peraturan Direktur Jenderal 
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Kekayaan Negara Nomor 145/KN 2013 tentang Standard Prosedur 
Operasi (Standard Operating Procedures) Seksi Pelayanan Penilaian 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah sebagai berikut: 
Gambar 2.1 Prosedur Penilaian Barang Milik Negara berdasarkan Perdirjen 
Nomor 145/KN/2013 tentang Standard Prosedur Operasi (Standard 
Operating Procedures) Seksi Pelayanan Penilaian Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang 
 
Penjelasan: 
1. SOP Pembentukan Tim Penilai terdapat pada lampiran 1 di Perdirjen 
Nomor 145/KN/2013 tentang Standard Prosedur Operasi (Standard 
Operating Procedures) Seksi Pelayanan Penilaian Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang. 
2. SOP Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian terdapat pada 
lampiran 2 di Perdirjen Nomor 145/KN/2013 tentang Standard 
Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Seksi Pelayanan 
Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 
Pembentukan 
Tim Penilai Mulai 
Surat Permohonan 













3. SOP Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian terdapat 
pada lampiran 3 Perdirjen Nomor 145/KN/2013 tentang Standard 
Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Seksi Pelayanan 
Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 
4. SOP Penyusunan Laporan Penilaian terdapat pada lampiran 4 Perdirjen 
Nomor 145/KN/2013 tentang Standard Prosedur Operasi (Standard 
Operating Procedures) Seksi Pelayanan Penilaian Kantor Pelayanan 


















B. METODE PENGAMATAN 
1. Lokasi Pengamatan 
Pengamatan berlokasi di Seksi Pelayanan Penilaian Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. KPKNL 
Surakarta berlokasi di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta. 
KPKNL merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, 
piutang negara dan lelang. Penulis memfokuskan pengamatan di Seksi 
Pelayanan Penilaian yang memiliki wewenang dan tanggung jawab 
untuk melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, 
survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode 
penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian 
terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta 
penyusunan basis data penilaian. Penulis memilih di Seksi Pelayanan 
Penilaian karena belum banyak orang mengetahui tentang bagaimana 
proses Penilaian Barang Milik Negara, sedangkan keberadaan Seksi 
Pelayanan Penilaian sangat dibutuhkan, karena berperan untuk 
memberikan Nilai Wajar pada Barang Milik Negara.  
2. Jenis Pengamatan 
Jenis Pengamatan yang dilakukan penulis adalah pengamatan 
deskriptif kualitatif. Menurut H.B Sutopo (2002: 67),  deskriptif 
kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci 
dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya 
terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Menurut H.B Sutopo (2002: 58), sumber data yang sangat 
penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia yang 
dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk 
mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik 
wawancara, yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan 
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dalam bentuk wawancara mendalam. Teknik wawancara ini 
merupakan teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian 
kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. 
Penulis melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung 
dengan pihak yang terkait dengan Pelayanan Penilaian. Pada 
pengamatan ini penulis berkesempatan untuk melakukan 
wawancara secara langsung dengan Bapak Martono yang 
merupakan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian di KPKNL Surakarta. 
b. Observasi 
Menurut H.B Sutopo (2002: 64), teknik observasi 
digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa 
peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. 
Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Pada observasi langsung dapat dilakukan dengan 
mengambil peran atau tak berperan.  
Penulis melakukan pengamatan dengan observasi berperan 
aktif, yaitu dalam melakukan pengamatan, penulis tidak hanya 
mengamati berlangsungnya proses Penilaian Barang Milik Negara 
tersebut, tetapi juga ikut terlibat atau berperan dalam melakukan 
proses kegiatan Penilaian Barang Milik Negara dengan menginput 
Laporan Penilaian ke Sistem Informasi Penilaian saat melakukan 
magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Surakarta. 
c. Mengkaji Dokumen 
Menurut H.B Sutopo (2002: 69), dokumen tertulis dan arsip 
merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam 
penelitian kualitatif. Terutama bila sasaran kajian mengarah pada 
latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau 
yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini 
yang sedang diteliti. 
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Dengan adanya dokumen dan arsip, penulis bisa 
mendapatkan lebih banyak data yang diinginkan mengenai 
Pelayanan Penilaian. Dokumen yang diperoleh dari hasil 
pengamatan adalah referensi Undang-Undang, Deskripsi Kantor, 





A. Profil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara1 
Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia 
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani 
penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan 
Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang 
negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 
Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia 
interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan 
piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri 
Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 
tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan 
piutang Negara dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN. 
Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, 
diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang 
menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga 
terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan 
Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan 
memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara 
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), 
sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara 
(KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 
2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi 
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi 
                                                          




operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang 
Negara (KP2LN). 
Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada 
tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan 
lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada 
Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat 
atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi 
dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah 
menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN 
berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara 
dan penilaian. 
Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan 
inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali 
tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan 
koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 
dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, 
LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah 
meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, 
sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa 
pengecualian. 
Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos 
terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan 
perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi 
kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian 
Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan 




B. Profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Surakarta 
1. Sejarah KPKNL Surakarta 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Surakarta adalah salah satu instansi vertikal dibawah Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa 
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Kantor Wilayah 
bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan yang 
ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL 
Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang 
Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang. KPKNL 
Surakarta berlokasi di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta. 
Sejarah berdirinya KPKNL Surakarta dimulai dengan dibukanya 
Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Yogyakarta (KP3N 
Yogyakarta) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
940/KMK.01/1991 tanggal 12 September 1991. KP3N Yogyakarta 
merupakan unit organisasi vertikal setingkat eselon III di Lingkungan 
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Departemen 
Keuangan RI yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah 
V BUPLN Semarang. Selain KP3N Yogyakarta, terdapat unit 
organisasi vertikal setingkat eselon III di bawah Kantor Wilayah V 
BUPLN Semarang yakni Kantor Lelang Negara (KLN) Yogyakarta. 
Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000, 
BUPLN diubah menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang 
Negara (DJPLN). Dengan perubahan ini maka berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan RI Nomor 445/KMK.01/2001, unit organisasi 
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vertikal setingkat eselon III yang menangani pengurusan piutang 
negara dan lelang digabung, KP3N dan KLN dimerger kedalam satu 
unit operasional dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang 
Negara (KP2LN). Pada saat ini pula di KP2LN Yogyakarta dilakukan 
pemekaran wilayah kerja untuk Kabupaten/Kota di wilayah eks 
Karesidenan Surakarta, sehingga berdirilah KP2LN Surakarta yang 
pada saat itu beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 6 Surakarta. 
Dengan adanya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian 
Keuangan pada tahun 2006, maka pada tahun 2007 KP2LN Surakarta 
berubah nama menjadi KPKNL Surakarta yang beralamat di Jalan Ki 
Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, dengan tambahan fungsi 
pelayanan di Seksi Kekayaan Negara dan Penilaian. 
 
2. Visi dan Misi KPKNL Surakarta2 
KPKNL Surakarta mendukung Visi dan Misi yang diusung oleh DJKN 
yaitu: 
Visi  
Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Misi 
a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan 
efektivitas pengelolaan kekayaan negara. 
b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan 
hukum. 
c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi 
pemerintah. 
d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan 
acuan dalam berbagai keperluan. 
                                                          
2 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2923/Visi-dan-Misi-DJKN.html diakses terakhir pada 
16 September 2018 
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e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel. 
f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan 
kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu 
mengakomodasi kepentingan masyarakat. 
 
3. Tugas dan Fungsi KPKNL Surakarta3 
Tugas : 
Melaksanakan Pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, 
piutang negara, dan lelang. 
Fungsi : 
a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan 
kekayaan negara; 
b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan 
pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; 
c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelola 
barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik 
penanggung hutang/penjamin hutang; 
d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan 
jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan 
penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta 
penyiapan data usul penghapusan piutang negara; 
e. Pelaksanaan pelayanan penilaian; 
f. Pelaksanaan pelayanan lelang; 
g. Penyajian informasi di Seksi kekayaan negara, penilaian, piutang 
negara dan lelang; 
h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta 
pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin 
hutang dan eksekusi barang jaminan; 
                                                          
3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 
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i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung 
hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain; 
j. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang; 
k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan; 
l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum 
pengurusan piutang negara dan lelang; 
m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara 
dan hasil lelang; 
n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang Surakarta. 
 
4. Struktur Organisasi KPKNL Surakarta  
Gambar 3.1 
Struktur Organisasi KPKNL Surakarta 
 
Sumber: Sub Bagian Umum KPKNL Surakarta 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

































struktur organisasi tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing. 
Adapun tugas dari masing-masing bagian dalam KPKNL Surakarta 
adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Kantor 
Kepala Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 
bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di 
bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, serta 
mengawasi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Surakarta agar 
tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
b. Sub Bagian Umum 
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan 
kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta 
penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara 
di lingkungan KPKNL. 
c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan 
dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan 
daftar barang milik negara/kekayaan negara. 
d. Seksi Pelayanan Penilaian 
Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan 
penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei 
pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode 
penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian 
terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta 
penyusunan basis data penilaian. 
e. Seksi Piutang Negara 
Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta 
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pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin 
hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian 
pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar 
wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan 
pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul 
pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang 
yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh 
keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan 
pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang. 
f. Seksi Pelayanan Lelang 
Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan 
pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan 
pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, 
pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, 
penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan 
lelang kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea 
lelang Pegadaian. 
g. Seksi Hukum dan Informasi 
Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, 
jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, 
penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi 
sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, 
laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas 
kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran 
piutang negara dan hasil lelang. 
h. Seksi Kepatuhan Internal 
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan 
risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut 
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hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses 
bisnis. 
 
5. Nilai KPKNL Surakarta 
Nilai yang dianut oleh KPKNL Surakarta adalah nilai-nilai 
berdasarkan nilai Kementerian Keuangan (Sumber: KPKNL Surakarta). 
Adapun nilai tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Integritas 
Berfikir, Berkata, Berperilaku, dan Bertindak dengan baik 
dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip 
moral. 
b. Profesionalisme 
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik 
dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 
c. Sinergi 
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal 
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan pemangku 
kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan 
berkualitas. 
d. Pelayanan 
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku 
kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, 
akurat, dan aman. 
e. Kesempurnaan 
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang 
untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. 
 
6. Motto KPKNL Surakarta 
Melayani dengan “PASTI” 
a. Profesional : Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh pegawai di 
lingkungan KPKNL Surakarta melakukannya dengan tuntas dan 
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akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab 
dan komitmen yang tinggi. 
b. Akuntabel : Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KPKNL 
Surakarta dalam menyelenggarakan pelayanan memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 
c. Sinergi : Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KPKNL 
Surakarta memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan 
hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang 
harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan 
karya yang bermanfaat dan berkualitas. 
d. Transparan : Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KPKNL 
Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat 
terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
e. Penuh Integritas : Dalam berfikir, berkata, berperilaku, dan 
bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KPKNL 
Surakarta melakukannya dengan baik dan benar serta selalu 
memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 
Melayani dengan “PASTI” 
Melayani: Dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh 
pegawai di lingkungan KPKNL Surakarta melakukan untuk memenuhi 
kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh 
hati, transparan, cepat, akurat, dan aman serta senantiasa melakukan 
upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang 
terbaik. 
PASTI : Pasti PROSEDURnya, Pasti PERSYARATANnya, Pasti 
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PETUGASnya, Pasti BIAYAnya, Pasti WAKTUnya, Pasti HAK DAN 
KEWAJIBANnya. 
7. Wilayah Kerja 
Wilayah kerja KPKNL Surakarta meliputi semua daerah di eks 
Karesidenan Surakarta, tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota yakni : 
a. Kota Surakarta 
b. Kabupaten Boyolali 
c. Kabupaten Karanganyar 
d. Kabupaten Sukoharjo 
e. Kabupaten Sragen 
f. Kabupaten Wonogiri 
g. Kabupaten Klaten 
Peta Wilayah Kerja KPKNL Surakarta 





















Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang Dasar Hukum Penilaian 
Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan; Prosedur Penilaian Barang Milik Negara; 
Jangka Waktu Penilaian Barang Milik Negara; Biaya/Tarif Penilaian Barang 
Milik Negara. 
 
A. Dasar Hukum Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah 
dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau 
Pemindahtanganan 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah; 
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai 
Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang 
Penilaian Barang Milik Negara; 
5. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2017 
tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara; 
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 
tentang Standard Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 
 
B. Prosedur Penilaian Barang Milik Negara 
Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan 
dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan ini memiliki prosedur 
yang sama dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 
Gambar 4.1 ALUR PENILAIAN PADA KPKNL SURAKARTA 
PEMOHON KEPALA KANTOR KEPALA SEKSI  
PELAYANAN PENILAIAN 














































1. Menerbitkan nomor IPP dan 
melakukan verifikasi ke-1 
(form 1) 
2. Menyusun konsep Surat atau 
Nota Dinas:  
a. Penerusan Permohonan 
Penilaian / Pengembalian 
Permohonan Penilaian 
(apabila bukan arestasi); atau 
b. Permohonan kelengkapan 
dokumen permohonan 
penilaian; atau 
c. Permohonan SK  
pembentukan Tim Penilai 
3. Menyusun formulir serah terima 
berkas permohonan penilaian 
kepada Tim Penilai (form 2) 
Menerima permohonan 
penilaian pertama 
Jika pemohon Seksi PKN 




Menyusun konsep Surat / Nota 




Memeriksa dan memaraf / 
menandatangani konsep Surat / 





















Jika pemohon Seksi PKN 
1. Nomor IPP sama dengan 
permohonan penilaian 
pertama dan 
melakukan verifikasi ke-2 
(form 1) 
2. Menyusun formulir serah 
terima berkas permohonan 









Gambar 4.1 ALUR PENILAIAN PADA KPKNL SURAKARTA 
PEMOHON DIREKTUR / KEPALA 
KANTOR 
KEPALA SEKSI  
PELAYANAN PENILAIAN 










































Permohonan  kelengkapan 
dokumen kepada 




Menyusun formulir program 
kerja penilai (4) dan formulir 
rencana kegiatan survei 
lapangan (Form 5) 
Menyusun konsep Surat / 
ND:  
1. Pemberitahuan jadwal 
survei lapangan kepada 
Pemohon 
2. Permintaan Surat Tugas 
Tim Penilai 
 
Memeriksa dan memaraf / 
menandatangani konsep Surat / 
Nota Dinas penyampaian jadwal 
survei lapangan dan permintaan 
surat tugas Tim Penilai 
Permohonan Penilaian 
 
Memeriksa dan menandatangani 
Surat penyampaian jadwal 
survei lapangan dan 








1. Menerima Surat Tugas 
2. Melaksanakan survei 
lapangan  
3. menyusun BASL / BATKD / 
BATSL, selanjutnya 
disampaikan kepada Bidang 
Penilaian 
4. Menyusun Konsep Laporan 
Penilaian 
5. Membuat undangan 
pemaparan (Form 6), Daftar 
Hadir Pemaparan (Form 7), 
dan Notulen Pemaparan 
(Form 8) 
6. Menyampaikan konsep 
Laporan Penilaian kepada 
Kasi Penilaian I/II dan Kabid 
Penilaian untuk diperiksa 
Memeriksa konsep 
laporan penilaian (Form 
9). selanjutnya 
disampaikan kembali 
kepada Tim Penilai  
 
Jika pemohon Bidang PKN 
Ya 
Gambar 4.1 ALUR PENILAIAN PADA KPKNL SURAKARTA 
PEMOHON DIREKTUR / KEPALA 
KANTOR 
KEPALA SEKSI  
PELAYANAN PENILAIAN 
VERIFIKATOR TIM PENILAI 
     
 
 
  Sumber: Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Surakarta 
1. Tim Penilai menerima hasil 
pemeriksaan konsep 
laporan penilaian dari Kasi 
Penilaian I/II dan Kabid 
Penilaian. 
2. Menyusun laporan 
penilaian sesuai hasil 
pemeriksaan 
3. Membuat formulir serah 
terima laporan penilaian 
kepada Kasi / Pelaksana 
Seksi Penilaian I/II   
1. Menerima laporan 
penilaian 
2. Menyusun konsep SR/ NDR 
penyampaian laporan 
penilaian kepada Pemohon 
Penilain 
Memeriksa dan memaraf / 
menandatangani konsep 
SR/NDR penyampaian laporan 















Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama magang 
dan wawancara di Seksi Pelayanan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, dapat diperoleh kesimpulan 
tentang Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau 
Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan adalah (1) 
Surat Permohonan dari Pengguna Barang, (2) Surat Permohonan dari 
Pengelola Barang, (3) Pembentukan Tim Penilai oleh Seksi Pelayanan 
Penilaian, (4) Seksi Pelayanan Penilaian melakukan Verifikasi dan 
Analisis Permohonan Penilaian, (5) Pembentukan Surat Tugas Survei 
Lapangan, (6) Tim Penilai melakukan Survei Lapangan, (7) Tim Penilai 
melakukan Penyusunan Laporan Penilaian yang terdiri dari: (a) Tim 
Penilai melakukan Analisis Data, (b) Tim Penilai melakukan Penentuan 
Pendekatan, (c) Tim Penilai membuat Simpulan Nilai, (d) Tim Penilai 
melakukan Peer Review, (8) Laporan Penilaian. 
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Prosedur Penilaian 
Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan di KPKNL Surakarta, maka 
diperoleh hasil sebagai berikut:  
 
Penjelasan Prosedur Penilaian Barang Milik Negara : 
1. Surat Permohonan Penilaian dari Pengguna Barang 
Kepala KPKNL Surakarta mendapatkan Surat Permohonan 
Penilaian dari Pengguna Barang sejumlah dua rangkap. Surat 
Permohonan asli untuk pengguna barang dan fotokopi Surat 
Permohonan untuk Seksi Pelayanan Penilaian. 
 
2. Surat Permohonan Penilaian dari Pengelola Barang 
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mendapatkan Surat 
Permohonan Penilaian dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik 
Negara dari Pengelola Barang berupa Nota Dinas sejumlah dua 





Dinas untuk Seksi Pelayanan Penilaian. Setelah Seksi Pengelolaan 
Kekayaan Negara mendapatkan Surat Permohonan Penilaian, Seksi 
Pengelolaan Kekayaan Negara membuat Nota Dinas dan 
didisposisikan kepada Seksi Pelayanan Penilaian. 
 
3. Pembentukan Tim Penilai oleh Seksi Pelayanan Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilai Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang diangkat oleh kuasa 
Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk 
melakukan penilaian secara independen. Tim Penilai dibentuk untuk 
memudahkan dalam proses Penilaian Barang Milik Negara. 
Untuk menjadi Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara, yang dibuktikan dengan fotokopi keputusan 
pengangkatan terakhir; 
b. Sehat jasmani, yang dibuktikan dengan asli surat keterangan 
dokter; 
c. Pendidikan formal paling rendah setingkat Strata I, yang 
dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi. 
d. Tidak pernah terkena hukuman disiplin, dan dinyatakan lulus 
pendidikan di bidang Penilaian; 
e. Memiliki kompetensi di bidang Penilaian, yang dibuktikan dengan 
surat rekomendasi dari Direktur. 
 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 23 
Agustus 2018 dengan Pak Feri Fadeli selaku Staff Seksi Pelayanan 





Tim Penilai Direktorat Jenderal mempunyai anggota dalam jumlah 
bilangan ganjil yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
orang dengan 1 (satu) orang berkedudukan sebagai ketua yang 
merangkap sebagai anggota. 
 
 
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahap prosedur 
Pembentukan Tim Penilai Direktorat Jenderal yang telah diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 
tentang Standard Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Prosedur 
Pembentukan Tim Penilai Direktorat Jenderal yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: (Lihat Lampiran 1) 
a. Kepala KPKNL memberikan arahan kepada Kasi Pelayanan 
Penilaian untuk membuat konsep Surat Keputusan Kepala KPKNL 
tentang Pembentukan Tim Penilai dengan tembusan pihak-pihak 
terkait. 
b. Kasi Pelayanan Penilaian menugaskan pelaksana untuk membuat 
konsep Nota Dinas pertimbangan pembentukan Tim Penilai dan 
konsep Surat Keputusan Kepala KPKNL tentang pembentukan 
Tim Penilai dengan tembusan pihak-pihak terkait. 
c. Pelaksana membuat konsep Nota Dinas pertimbangan 
pembentukan Tim Penilai dan konsep Surat Keputusan Kepala 
KPKNL tentang pembentukan Tim Penilai. 
d. Kasi Pelayanan Penilaian meneliti dan menandatangani Nota Dinas 
pertimbangan pembentukan Tim Penilai dan memaraf konsep Surat 
Keputusan Kepala KPKNL tentang Pembentukan Tim Penilai. 
e. Kepala KPKNL meneliti dan menandatangani konsep Surat 
Keputusan Kepala KPKNL tentang Pembentukan Tim Penilai dan 







4. Seksi Pelayanan Penilaian melakukan Verifikasi dan Analisis 
Permohonan Penilaian 
Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian dibutuhkan untuk 
mengetahui kelengkapan data yang diberikan oleh Pengguna Barang, 
untuk memudahkan Tim Penilai dalam menyusun Laporan Keuangan. 
Adapun kelengkapan data yang dimaksud tercantum dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara adalah 
sebagai berikut: 
a. Surat Permohonan dari Pengguna Barang dan Pengelola Barang; 
b. Data dan informasi yang meliputi : 
1) Latar Belakang Permohonan; 
2) Tujuan Penilaian; 
Tujuan Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca 
Pemerintah Pusat; Pemanfaatan; Pemindahtanganan. Hal 
tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar. 
3) Dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti 
kepemilikan, yaitu : 
a) Dokumen kepemilikan berupa fotokopi sertipikat, untuk 
Objek Penilaian berupa tanah; dan/atau 
b) Dokumen pendukung bukti kepemilikan berupa fotokopi 
Izin Mendirikan Bangunan, untuk Objek Penilaian berupa 
bangunan; 
1. Dalam hal Barang Milik Negara berupa tanah belum 
memiliki dokumen kepemilikan sebagaimana 
dimaksud, dapat diganti dengan: 
- Fotokopi dokumen legalitas yang setara, antara lain 
Akta Jual Beli, Girik, Letter C, dan Berita Acara 
Serah Terima terkait perolehan barang; atau 





dari pimpinan satuan kerja di Kementerian atau 
Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa 
tanah tersebut benar-benar dimiliki oleh 
Kementerian atau Lembaga tersebut. 
2. Dalam hal Barang Milik Negara berupa bangunan 
belum memiliki dokumen kepemilikan sebagaimana 
dimaksud, dapat diganti dengan: 
- Surat keterangan bangunan dari instansi yang 
berwenang; atau 
- Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup 
dari pimpinan satuan kerja di 
Kementerian/Lembaga bersangkutan yang 
menyatakan bahwa bangunan tersebut benar-benar 
dimiliki oleh Kementerian atau Lembaga tersebut. 
4) Deskripsi Objek Penilaian; 
Deskripsi Objek Penilaian yang dimaksud paling sedikit 
meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/atau 
bangunan. 
5) Dokumen penatausahaan barang, berupa fotokopi Kartu 
Identitas Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada 
Pengguna Barang. 
 
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahap prosedur 
Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian yang telah diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 
tentang Standard Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Prosedur Verifikasi 
dan Analisis Permohonan Penilaian yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: (Lihat Lampiran 2) 
a. Kepala KPKNL menerima surat atau Nota Dinas permohonan 





tersebut kepada Kasi Pelayanan Penilaian. 
b. Kasi Pelayanan Penilaian meneliti surat atau Nota Dinas 
permohonan penilaian dan mendisposisikan kepada pelaksana. 
c. Pelaksana menerima disposisi dan melakukan verifikasi dan 
analisis analisis kelayakan terhadap permohonan penilaian 
meliputi: arestasi, pernah dinilai atau belum, apakah penilaian 
telah melewati enam bulan, jumah barang yang akan dinilai, 
legalitas dokumen, lokasi objek, lamanya survei, kemudian 
membuat konsep Nota Dinas Kasi Pelayanan Penilaian tentang 
penyampaian hasil verifikasi permohonan penilaian disertai 
dengan: 
- Jika dokumen permohonan penilaian tidak lengkap, maka 
pelaksana menyusun konsep Nota Dinas/Surat Permohonan 
kelengkapan dokumen, kemudian menyampaikannya kepada 
Kasi Pelayanan Penilaian; 
- Jika permohonan penilaian tidak layak untuk dilakukan 
penilaian, maka pelaksana menyusun konsep Nota Dinas/Surat 
Penolakan Permohonan Penilaian dan menyampaikannya 
kepada Kasi Pelayanan Penilaian; 
- Jika dokumen permohonan penilaian sudah lengkap, maka 
pelaksana menyusun konsep Nota Dinas permohonan 
penerbitan Surat Tugas, kemudian menyampaikannya kepada 
Kasi Pelayanan Penilaian serta menyusun konsep Nota 
Dinas/Surat Pemberitahuan tindak lanjut permohonan 
penilaian yang ditujukan kepada Pemohon/Pengguna Barang. 
d. Kasi Pelayanan Penilaian meneliti dan menandatangani Nota 
Dinas Kasi Pelayanan Penilaian kepada Kepala KPKNL tentang 
penyampaian hasil verifikasi, penunjukan tim penilai (jika 
permohonan penilaian diterima), dan menandatangani konsep 





kelengkapan dokumen/penolakan permohonan atau pemberitahuan 
rencana/jadwal penilaian atau pengajuan Surat Tugas. 
e. Kepala KPKNL meneliti hasil verifikasi dan menandatangani surat 
kepada pemohon atau pengguna barang tentang permohonan 
kelengkapan dokumen atau pengembalian berkas permohonan atau 
pemberitahuan rencana atau jadwal penilaian/mendisposisikan 
pengajuan Surat Tugas kepada Kasubbag Umum. 
f. Kasubbag Umum menyiapkan konsep Surat Tugas. 
g. Kasi Pelayanan Penilaian menerima Surat Tugas dari Kasubbag 





































































































































































5. Pembentukan Surat Tugas Survei Lapangan 
Pelaksanaan proses Pembentukan Surat Tugas Survei Lapangan 
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 
145/KN/2013 tentang Standard Prosedur Operasi (Standard Operating 
Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 
Gambar 4.4 Format Surat Tugas 
 





6. Tim Penilai melakukan Survei Lapangan 
Dalam pelaksanaan Survei Lapangan, terdapat beberapa tahap 
prosedur Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka Penilaian yang 
telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Nomor 145/KN/2013 tentang Standard Prosedur Operasi (Standard 
Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang. Prosedur Pelaksanaan Survei Lapangan dalam rangka 
Penilaian yang dimaksud adalah sebagai berikut: (Lihat lampiran 3) 
a. Tim penilai menerima Surat Tugas kemudian mempersiapkan alat 
dan bahan untuk penugasan. 
b. Tim penilai melakukan Survei Lapangan; apabila Tim penilai tidak 
dapat melakukan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 ayat (1) PMK Nomor 166/PMK.06/2015 tentang 
Penilaian Barang Milik Negara, Tim penilai membuat Berita Acara 
tidak dapat melakukan Survei Lapangan dan menyampaikannya 













































































c. Tim penilai melakukan verifikasi data/informasi yang diperoleh di 
lapangan. Jika masih terdapat data lain yang dibutuhkan, Tim 
penilai menyiapkan daftar dokumen/data yang diperlukan. 
d. Tim penilai melaksanakan Penilaian dengan mencari data-data atau 
informasi terkait penilaian seperti mencari data pembanding. 
e. Pada hari terakhir Survei Lapangan, Tim penilai membuat Berita 
Acara Survei Lapangan. Selanjutnya Tim penilai bersama dengan 
Pihak Terkait menandatangani Berita Acara Survei Lapangan. 


























Gambar 4.8 Keterangan Nomor di Berita Acara Survei Lapangan 
 
 













































































7. Tim Penilai melakukan Penyusunan Laporan Penilaian 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 
145/KN/2013 tentang Standard Prosedur Operasi (Standard Operating 
Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, 
penjelasan mengenai Standard Prosedur Operasi (Standard Operating 
Procedures) Penyusunan Laporan Penilaian adalah sebagai berikut 
(Lampiran 4): 
a. Berdasarkan data/informasi yang diperoleh saat Survei Lapangan, 
Tim penilai melakukan analisis perhitungan nilai; 
b. Apabila terdapat data lain yang dibutuhkan, penilai membuat 
Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kemudian 
bersama dengan pihak terkait menandatangani BATKD dan 
menyampaikan BATKD ke pihak terkait serta menyampaikan 
fotokopi BATKD kepada Kasi Pelayanan Penilaian; Apabila tidak 



























































































c. Kasi Pelayanan Penilaian meminta tambahan data yang dibutuhkan 
kepada Pemohon melalui Nota Dinas/surat Kepala Kantor; 
d. Pemohon menyampaikan tambahan data yang dibutuhkan melalui 
surat/Nota Dinas kepada Kasi Pelayanan Penilaian; 
e. Kasi Pelayanan Penilaian menerima tambahan data yang 
dibutuhkan dari pemohon dan menyampaikan kepada Tim Penilai; 
f. Tim penilai menerima tambahan data yang dibutuhkan dari Kasi 
Pelayanan Penilaian serta melanjutkan Analisis perhitungan nilai; 
g. Tim penilai dapat memaparkan konsep Laporan Penilaian 
dihadapkan para penilai yang ditunjuk Kepala KPKNL; 
h. Tim penilai mencetak dan menandatangani Laporan Penilaian 
berdasarkan hasil kesepakatan Tim Penilai; selanjutnya Tim penilai 
menyusun konsep Nota Dinas Kasi Pelayanan Penilaian tentang 
penyampaian Laporan Penilaian kepada pemohon; 
i. Kasi Pelayanan Penilaian meneliti dan menandatangani Nota Dinas 
Kasi Pelayanan Penilaian kepada Kepala KPKNL tentang 
penyampaian hasil penilaian dan menandatangani konsep Nota 
Dinas/memaraf surat rahasia Kepala KPKNL kepada Pemohon 
tentang penyampaian Laporan Penilaian; 
j. Kepala KPKNL meneliti dan menandatangani Nota Dinas 
Rahasia/Surat Rahasia Penyampaian Laporan Penilaian kemudian 
menyampaikan kepada pemohon. 
 
Dalam melakukan Penyusunan Laporan Penilaian, Tim Penilai 
melakukan Analisis Data, Penentuan Pendekatan, membuat Simpulan 
Nilai, dan melakukan Peer Review. Penjelasan lebih lanjut akan 
dijelaskan di bawah ini: 
a. Tim Penilai melakukan Analisis Data 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Nomor 7/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang 





dari berkas permohonan/penugasan, basis data penilaian, survei 
lapangan/pengumpulan data digunakan sebagai dasar untuk 
melakukan analisis. 
Faktor yang dipertimbangkan dalam analisis data objek 








8) Fasilitas umum; 
9) Peruntukan area (zoning); 
10) Perizinan; 
11) Dokumen kepemilikan; dan 
12) Faktor lain yang terkait. 
Faktor yang dipertimbangkan dalam analisis data objek 
Penilaian berupa bangunan meliputi: 
1) Tahun selesai dibangun; 
2) Tahun renovasi/restorasi; 




7) Jumlah lantai; 
8) Kondisi bangunan secara umum; 
9) Sarana pelengkap; 
10) Penggunaan bangunan; dan 






Analisis penggunaan tertinggi dan terbaik dilakukan sebagai 
salah satu bahan dalam mendukung proses analisis data objek 
Penilaian berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Analisis 
penggunaan tertinggi dan terbaik dilakukan berdasarkan (1) Aspek 
legalitas, (2) Aspek fisik, (3) Aspek Keuangan, (4) Aspek 
Produktivitas maksimal. Analisis penggunaan tertinggi dan terbaik 
dilakukan secara komprehensif berdasarkan permohonan atau 
penugasan.  
 
b. Tim Penilai melakukan Penentuan Pendekatan 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Nomor 7/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang 
Milik Negara, Penilaian dilakukan dengan menggunakan: 
1) Pendekatan data pasar; 
Pendekatan data pasar dilakukan untuk mengestimasi nilai 
objek Penilaian dengan cara mempertimbangkan data penjualan 
dan/atau data penawaran dari objek pembanding sejenis atau 
pengganti dan data pasar yang terkait melalui proses 
perbandingan. Dalam hal menggunakan pendekatan data pasar, 
Penilaian dilakukan dengan tahapan: 
- Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait 
objek Penilaian dan objek Pembanding; 
- Membandingkan objek Penilaian dengan objek pembanding 
dengan menggunakan faktor pembanding yang sesuai dan 
melakukan penyesuaian; dan 
- Melakukan pembobotan terhadap indikasi nilai dari hasil 
penyesuaian untuk menghasilkan Nilai Wajar. 
2) Pendekatan biaya; 
Pendekatan biaya dilakukan untuk mengestimasi nilai objek 
Penilaian dengan cara menghitung seluruh biaya yang 





penggantinya pada waktu Penilaian dilakukan kemudian 
dikurangi dengan penyusutan fisik atau penyusutan teknis, 
keusangan fungsional, dan/atau keusangan ekonomis. Dalam 
hal menggunakan pendekatan biaya, Penilaian dilakukan 
dengan tahapan: 
- Menghitung biaya pembuatan baru atau biaya penggantian 
baru objek Penilaian; 
- Menghitung besarnya penyusutan dan/atau keusangan 
objek Penilaian; dan 
- Mengurangkan biaya pembuatan baru atau penggantian 
baru dengan penyusutan dan/atau keusangan objek 
Penilaian, untuk menghasilkan Nilai Wajar. 
Dalam hal Penilaian dilakukan dalam rangka 
Pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang, Nilai 
Wajar diperoleh dengan cara: 
- Mengurangkan biaya pembuatan baru atau penggantian 
baru dengan penyusutan dan/atau keusangan objek 
Penilaian; dan 
- Hasilnya dikurangkan dengan bea lelang sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
3) Pendekatan pendapatan 
Pendekatan pendapatan dilakukan untuk mengestimasi nilai 
objek Penilaian dengan cara mempertimbangkan pendapatan 
dan biaya yang berhubungan dengan objek Penilaian melalui 
proses kapitalisasi langsung atau pendiskontoan. Dalam hal 
menggunakan pendekatan pendapatan, Penilaian dilakukan 
dengan tahapan: 
- Mengestimasi pendapatan kotor efektif per tahun yang 
dihasilkan oleh objek Penilaian; 
- Mengestimasi pendapatan bersih per tahun yang dihasilkan 





- Menentukan tingkat kapitalisasi dan/atau tingkat diskonto 
yang sesuai. 
Dalam hal Penilaian dilakukan dalam rangka 
Pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang, Nilai 
Wajar diperoleh dengan cara: 
- Menghitung nilai kini dari pendapatan bersih dengan 
tingkat kapitalisasi dan/atau tingkat diskonto; dan 
- Hasilnya dikurangkan dengan bea lelang sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 
c. Tim Penilai membuat Simpulan Nilai 
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Nomor 7/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang 
Milik Negara, hasil perhitungan dengan menggunakan satu 
pendekatan Penilaian atau hasil rekonsiliasi dituangkan dalam 
simpulan nilai. Simpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata 
uang Rupiah. Dalam hal perhitungan nilai menggunakan mata uang 
asing, simpulan nilai dicantumkan dengan mengkonversi mata 
uang asing dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 
tanggal Penilaian, dikecualikan apabila simpulan nilai dapat 
dicantumkan dalam satuan mata uang asing sesuai dengan 
permohonan. 
 
d. Tim Penilai melakukan Peer Review  
Untuk melaksanakan kendali mutu atas Laporan Penilaian 
Barang Milik Negara dalam rangka Pemanfaatan atau 
Pemindahtanganan, dilakukan pemaparan atas konsep Laporan 
Penilaian. Pemaparan konsep laporan penilaian meliputi: (1) 
administrasi Laporan Penilaian; (2) prosedur dan penerapan 
metode Penilaian. Pemaparan konsep Laporan Penilaian dilakukan 





Direktorat Jenderal. Pemaparan konsep laporan penilaian 
dilakukan oleh Komite Penilaian, Kepala Seksi, dan Pelaksana 
Seksi Pelayanan Penilaian. 
 
8. Laporan Penilaian 
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Nomor 124/KN/2016 tentang Standard Laporan Penilaian Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara, Format standard Laporan Penilaian dan 
Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian adalah sebagai berikut: 
a. Format Standard Laporan Penilaian 
Standard laporan penilaian di lingkungan Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Narasi laporan penilaian ditulis dalam Bahasa Indonesia yang 
baik dan benar dengan jenis huruf Arial ukuran 11; 
2) Laporan Penilaian memuat antara lain: 
a) Uraian objek penilaian 
Tim Penilai memberikan deskripsi atas objek penilaian 
berupa aspek legalitas, fisik, potensi finansial, dan faktor 
lain yang berpengaruh pada nilai. Contoh uraian objek 
Penilaian tanah dan/atau bangunan antara lain: 
- Legalitas objek Penilaian, antara lain: 
1. Sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya; 
2. Peruntukan (zonasi, rencana detail tata ruang); 
3. Perizinan (Surat Izin Penunjukan Penggunaan 
Tanah, Izin Mendirikan Bangunan); 
4. Legalitas atau legitimasi lainnya (putusan 
pengadilan, berita acara penyitaan). 
- Lokasi objek Penilaian, antara lain: alamat, posisi 
keberadaan, lingkungan, batas-batas, dan koordinat 






- Deskripsi dan identifikasi objek Penilaian, antara lain 
deskripsi fisik dan kondisi umum tanah dan/atau 
bangunan. 
b) Tujuan Penilaian 
Berisi tentang tujuan dilaksanakannya penilaian sesuai 
dengan permohonan penilaian, penugasan penilaian dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Menentukan 
terlebih dahulu jenis nilai, tujuan, dan kegunaan penilaian 
sebelum proses penilaian tersebut dilaksanakan. 
c) Tanggal Survei Lapangan 
Memuat jangka waktu pelaksanaan survei lapangan. 
d) Tanggal Penilaian 
Tanggal Penilaian merupakan tanggal terakhir 
pelaksanaan survei lapangan atas objek Penilaian 
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Survei 
Lapangan. 
e) Analisis data 
Menguraikan data dan informasi yang terkait dengan 
objek Penilaian. Tim Penilai melakukan kegiatan analisis 
data yang diperoleh menjadi informasi yang mudah 
dipahami dan dapat dipergunakan dalam mengambil 
kesimpulan yang berkaitan dengan objek Penilaian. 
Analisis data dibedakan berdasarkan jenis objek Penilaian: 
- Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan; 
- Objek Penilaian selain tanah dan/atau bangunan; 
- Objek Penilaian Sumber Daya Alam. 
f) Pendekatan Penilaian 
Menjelaskan metodologi dan teori pendekatan yang 
dipakai dalam melaksanakan penilaian. 
g) Simpulan Nilai 





ketua Tim Penilai dan anggota Tim Penilai, adapun 
ketentuan yang terkait simpulan nilai antara lain: 
- Simpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang 
Rupiah. Dalam hal perhitungan nilai menggunakan 
mata uang asing, simpulan nilai dicantumkan dengan 
mengkonversi mata uang asing dengan kurs tengah 
Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal penilaian; 
- Dikecualikan dari ketentuan konversi di atas, simpulan 
nilai dapat dicantumkan dalam satuan mata uang asing 
sesuai dengan permohonan; 
- Simpulan nilai dibulatkan dalam ribuan terdekat; 
- Dalam hal simpulan nilai dicantumkan dalam satuan 
mata uang asing maka simpulan nilai tidak dibulatkan. 
h) Pernyataan Penilai 
Berisi pernyataan Tim Penilai bahwa Penilaian 
dilaksanakan sesuai dan berpedoman pada peraturan terkait. 
Pernyataan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan fakta 
yang dikumpulkan dan merupakan penegasan bahwa 
penilaian telah dilakukan secara independen dan 
bertanggung jawab. 
i) Asumsi dan Syarat Pembatas 
Memuat asumsi dan syarat-syarat yang membatasi 
laporan Penilaian. Asumsi melibatkan fakta, kondisi atau 
situasi yang mempengaruhi objek Penilaian atau 
pendekatan penilaian. Menjelaskan semua asumsi dan 
batasan yang mempengaruhi analisis penilaian, opini, dan 
simpulan nilai. Asumsi dan batasan ini menyatakan batas 
tanggung jawab penilai. 







b. Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian 
Laporan penilaian disusun secara naratif dan memuat secara 
lengkap, jelas, rinci, dan sistematis mengenai data dan analisis 
penilaian yang dilakukan. Format dan bentuk laporan penilaian 
memuat antara lain: halaman judul; pengantar; daftar isi; 
pernyataan penilai; asumsi dan syarat pembatas; ringkasan nilai; 
lingkup pelaksanaan penilaian; analisis data; simpulan nilai; dan 
lampiran. Uraian bagian-bagian dari format dan bentuk laporan 
penilaian dijabarkan sebagai berikut: 
1) Halaman judul 
Halaman judul juga digunakan sebagai halaman sampul 
laporan penilaian. Halaman judul berisi: 
a) Nomor laporan penilaian; 
b) Tanggal laporan penilaian; 
c) Jenis objek penilaian; 
d) Alamat objek penilaian, diisi dengan lengkap; 
e) Nama pemilik/pengguna objek penilaian; 
f) Logo Kementerian Keuangan; 
g) Tanggal Penilaian; 
h) Nama Kementerian, unit eselon I (Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), 




































   
 












Pengantar laporan penilaian merupakan pengantar yang 
dibuat oleh ketua Tim Penilai kepada pemohon (Pengelola 
Barang, Pengguna Barang, atau pihak yang memiliki 
kewenangan) yang menyatakan latar belakang permohonan, 
uraian objek penilaian dan alamat objek penilaian yang jelas 
dan menyampaikan bahwa Tim Penilai telah melakukan 
penilaian atas objek yang ditunjuk pada tanggal tertentu dan 
untuk tujuan tertentu serta pernyataan/opini nilai atas objek 
yang dinilai.  
Pengantar laporan penilaian ini berisikan antara lain: 
a) Pihak yang memohon penilaian (Pengelola Barang, 
Pengguna Barang, atau pihak yang memiliki kewenangan); 
b) Surat permohonan dan surat tugas yang mendasari 
dilaksanakannya penilaian beserta tanggal surat tugas; 
c) Uraian lengkap objek penilaian dan alamat objek penilaian 
yang dinyatakan secara jelas; 
d) Tujuan penilaian, untuk menentukan suatu jenis nilai dalam 
rangka hal tertentu; 
e) Tanggal penilaian; yaitu tanggal dimana nilai tersebut 
ditetapkan merupakan tanggal terakhir survei lapangan; 
f) Simpulan nilai, yaitu pernyataan mengenai besarnya nilai 
objek penilaian yang dinilai (disesuaikan tujuan penilaian 
dan jenis nilai yang dihasilkan) 














































3) Daftar isi 
Daftar isi memuat daftar pokok bahasan yang terdapat 
dalam laporan penilaian dan terdiri atas 5 (lima) bagian. 
Adapun bagian-bagian yang dimaksud antara lain: 
a) Bagian pertama berisi lembar judul, pengantar, pernyataan 
penilai, asumsi dan syarat pembatas, dan ringkasan nilai. 
b) Bagian kedua yaitu lingkup pelaksanaan penilaian berisi: 
dasar penugasan, tujuan penilaian, tanggal survei lapangan 
dan tanggal penilaian, deskripsi dan identifikasi objek 
penilaian, metodologi penilaian, dan syarat pengungkapan. 
c) Bagian ketiga yaitu analisis data berisi: analisis data 
(analisis pasar dan/atau analisis penggunaan tertinggi dan 
terbaik) dan penilaian. 
d) Bagian keempat berisi simpulan nilai. 
e) Bagian kelima yaitu lampiran berisi dokumen, data, dan 























































4) Pernyataan Penilai 
Berisi pernyataan Tim Penilai bahwa penilaian 
dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan terkait. 
Pernyataan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan fakta yang 
dikumpulkan dan merupakan penegasan bahwa penilaian telah 
dilakukan secara independen dan bertanggung jawab. 





























5) Asumsi dan syarat pembatas 
Bagian ini memuat asumsi-asumsi yang dipakai dan kondisi 
pembatas apa saja yang ada dalam proses penilaian. Hal ini 
dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penilaian, 
melindungi Penilai terhadap kemungkinan penyalahgunaan 
hasil penilaian yang telah dilakukan dan penyebarluasan hasil 
penilaian kepada pihak lainnya selain pemberi tugas kecuali 
atas izin dari Tim Penilai dan pemberi tugas. Asumsi dan 
kondisi pembatas yang perlu dimasukkan dalam laporan 
penilaian oleh Tim Penilai antara lain sumber data yang 

























Gambar 4.17 Format Asumsi dan Syarat Pembatas Laporan 


































6) Ringkasan nilai 
Ringkasan nilai antara lain berisi informasi singkat tentang 
objek penilaian, alamat objek penilaian, nama pemilik, alamat 
pemilik, luas tanah, luas bangunan, jenis hak, pendekatan 
penilaian, dan nilai objek penilaian disesuaikan dengan tujuan 

































































7) Lingkup pelaksanaan penilaian 
a) Dasar penugasan 
Bagian ini berisikan siapa pemberi tugas dan untuk 
siapa laporan penilaian tersebut dibuat. Tim Penilai pada 
bagian ini mencantumkan dokumen permohonan yang 
menjadi dasar penugasan dam surat tugas. 
b) Tujuan penilaian 
Berisikan tentang tujuan dilaksanakannya penilaian. 
Tujuan penilaian harus dinyatakan dengan jelas pada 
laporan penilaian karena mempunyai kaitan yang erat 
dengan jenis nilai yang dihasilkan dan sejauh mana 
tanggung jawab Penilai terhadap opini nilai yang 
diberikannya. 
c) Tanggal survei lapangan dan tanggal penilaian 
Berisikan informasi tentang tanggal survei lapangan 
yaitu tanggal pada saat dilakukannya survei atau 
pengecekan fisik berupa pengidentifikasian langsung di 
lapangan terhadap objek yang dinilai. Tanggal survei 
lapangan perlu disebutkan dengan lengkap tanggal, bulan, 
dan tahunnya, sesuai dengan waktu survei yang telah 
dilakukan. Tanggal Penilaian juga harus dinyatakan dengan 
jelas dan lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya. Tanggal 
Penilaian ditetapkan sama dengan tanggal hari terakhir 
survei objek penilaian di lapangan. 
d) Definisi nilai 
Berisikan tentang definisi dari nilai yang menjadi 
tujuan penilaian dilakukan. Definisi harus sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan terkait dan diuraikan secara 
jelas. 
e) Uraian objek penilaian 





penilaian, antara lain: 
1. Legalitas objek Penilaian tanah dan/atau  bangunan: 
Semua hal yang berkaitan dengan aspek legalitas 
tanah dan/atau bangunan pada bagian ini perlu 
dinyatakan dengan jelas, antara lain: 
- Alamat Objek: Jalan, nomor, RT/RW, kelurahan, 
kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi 
- Nama pemilik: nama pemilik 
(pribadi/badan/instansi) 
- Alamat pemilik: Jalan, nomor, RT/RW, kelurahan, 
kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi 
- Nama pemegang hak: selain SHM, nama pemegang 
hak 
- Jenis hak: hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, 
dll 
- Luas: luas yang tertera dalam sertifikat (dalam m2) 
- Tahun perolehan hak: tahun berapa hak tersebut 
diperoleh 
- Tahun berakhir hak: selain hak milik harus 
dijelaskan kapan masa berakhirnya hak yang 
dimiliki 
- Nomor IMB: diisi sesuai dengan nomor yang tertera 
pada IMB untuk bangunan 
- Tahun terbit IMB: tahun berapa IMB tersebut 
diterbitkan 
- Luas bangunan dalam IMB: luas bangunan yang 
tertera di IMB dalam m2 
2. Lokasi objek penilaian 
Dalam bagian ini perlu dijelaskan tentang alamat 
objek penilaian secara lengkap dan jelas, sehingga 





pengguna laporan penilaian. Tim Penilai juga perlu 
menguraikan lokasi objek yang dinilai secara lebih rinci 
dengan menyebutkan batas-batas objek penilaian 
dengan objek lain di sekitarnya. 
3. Deskripsi dan identifikasi objek penilaian 
Deskripsi tanah objek penilaian menjelaskan 
mengenai keadaan fisik tanah, seperti luas tanah, 
dimensi/bentuk tanah, kontur tanah, elevasi, dan lebar 
depan. Deskripsi bangunan/pengembangan memberikan 


























Gambar 4.19 Format Lingkup Pelaksanaan Penilaian Laporan Penilaian 





































































f) Pendekatan penilaian 
Pendekatan penilaian merupakan dasar dari proses 
penilaian yang dilengkapi dengan metode penilaian sesuai 
dengan pendekatan yang digunakan. Semua pendekatan 
penilaian dimaksud didasarkan pada prinsip ekonomi atas 
keseimbangan harga, antisipasi manfaat, atau substitusi. 
g) Standard penilaian 
Berisikan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan 
dengan berpedoman pada prinsip penilaian yang berlaku 
umum dan dasar peraturan mengenai penilaian yang terkait 
dengan objek penilaian. 
h) Sumber informasi 


























































8) Analisis data 
a) Analisis data 
Menguraikan analisis data dan informasi terkait dengan 
objek penilaian serta proses penilaian yang dilakukan. Tim 
penilai melakukan kegiatan untuk mengubah data yang 
didapatkan menjadi informasi yang mudah dipahami dan 
bermanfaat yang dapat dipergunakan dalam mengambil 
kesimpulan yang berkaitan dengan objek penilaian. 
b) Penilaian 
Mencantumkan pendekatan yang digunakan oleh Tim 
Penilai sehingga menghasilkan opini nilai. Apabila penilai 
menggunakan lebih dari satu pendekatan penilaian maka 
untuk dapat memberikan satu simpulan nilai, penilai 
terlebih dahulu harus melakukan rekonsiliasi nilai dengan 
melakukan pembobotan terhadap masing-masing 























































9) Simpulan nilai 
Simpulan nilai memuat bahwa berdasarkan data/informasi, 
analisis data, asumsi dan kondisi pembatas, tim penilai 
memberikan opini nilai pada tanggal penilaian. 































10) Lampiran Laporan Penilaian BMN Tanah dan/atau Bangunan 
a) Foto objek penilaian, untuk memberikan gambaran secara 
utuh objek penilaian pada saat melakukan survei lapangan. 
Untuk bangunan, foto diambil dari tampak luar bangunan 
dan tampak dalam ruangan. Dalam hal tidak dapat 
diperoleh foto-foto objek penilaian, harus disebutkan 
dengan jelas dasar dan alasannya serra dituangkan dalam 
Berita Acara Survei Lapangan. 
b) Peta kota, peta kawasan, atau peta lainnya, untuk memberi 
gambaran mengenai lokasi/letak properti. 
c) Denah dan tata letak bangunan, yaitu denah yang 
menunjukkan tata letak ruang pada bangunan dan letak dari 
tiap-tiap unit bangunan yang dinilai pada tanah objek 
penilaian. 
d) Kertas kerja 
Kertas kerja final analisis perhitungan nilai hanya 
dilampirkan pada laporan penilaian yang ditatausahakan 
oleh pemberi tugas (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, atau 
KPKNL) dan yang disampaikan kepada pengkaji ulang 
laporan penilaian. 
e) Fotokopi data pendukung terkait aspek legalitas seperti 
sertifikat tanah dan Izin Mendirikan Bangunan. 
f) Foto objek pembanding dan/atau denah lokasi objek 
pembanding jika tidak diperoleh data pembanding di 
lapangan dan tidak dapat dibuktikan dengan foto objek 
pembanding. Tim Penilai harus menyebutkan dengan jelas 
sumber data pembanding yang dipergunakan sebagai dasar 
perhitungan nilainya. 
g) Fotokopi Surat Tugas dan Keputusan mengenai 
pembentukan Tim Penilai. 





Tim Penilai dan mengetahui pihak terkait di lapangan. 
i) Fotokopi dokumen permohonan penilaian. 
 
C. Jangka Waktu Penilaian Barang Milik Negara 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 23 
Agustus 2018 dengan Pak Feri Fadeli selaku Staff Seksi Pelayanan 
Penilaian mengenai jangka waktu Penilaian Barang Milik Negara, maka 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
a. Jangka Waktu Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau 
Bangunan dalam rangka Pemanfaatan yaitu maksimal 25 (dua puluh 
lima) hari kerja. Dalam hal ini apabila Penilaian Barang Milik Negara 
selesai sebelum masa yang telah ditentukan, maka akan meningkatkan 
performa kinerja pegawai KPKNL Surakarta. 
b. Jangka Waktu Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau 
Bangunan dalam rangka Pemindahtanganan yaitu maksimal 15 (lima 
belas) hari kerja. 
 
D. Biaya/Tarif 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 23 
Agustus 2018 dengan Pak Feri Fadeli selaku Staff Seksi Pelayanan 
Penilaian mengenai biaya/tarif selama pelaksanaan Penilaian Barang Milik 
Negara, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
“Pengguna barang tidak dikenai biaya selama Proses Pelaksanaan 
Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan 







Berdasarkan pengamatan mengenai Prosedur Penilaian Barang Milik 
Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau 
Pemindahtanganan yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, 
maka sebagai penutup dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 
1. Penilaian Barang Milik Negara adalah proses kegiatan untuk 
memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang 
Milik Negara pada saat tertentu. Penilaian Barang Milik Negara 
dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal. Penilaian Barang Milik 
Negara dilakukan untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat; 
Pemanfaatan; Pemindahtanganan; pelaksanaan kegiatan lain sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut 
dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar.  
2. Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan 
untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan berdasarkan 
permohonan dari Pengelola Barang, atau pihak yang memiliki 
kewenangan. Permohonan Penilaian disertai dengan data dan informasi 
yang meliputi latar belakang permohonan; Tujuan Penilaian; dokumen 
kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan (contoh: 
dokumen kepemilikan berupa fotokopi sertifikat, untuk objek Penilaian 
berupa tanah; dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan berupa 
fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, untuk objek Penilaian berupa 
Bangunan, untuk objek Penilaian berupa bangunan); deskripsi objek 
Penilaian; dokumen penatausahaan barang berupa fotokopi Kartu 
Identitas Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada 
Pengguna Barang. 
3. Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau 





(1) proses pengumpulan data awal; (2) survei lapangan atau 
pengumpulan data; (3) analisis data; (4) penentuan pendekatan 
Penilaian; (5) simpulan nilai; dan (6) penyusunan laporan penilaian. 
Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar; 
pendekatan biaya; dan/atau pendekatan pendapatan yang berpedoman 
pada Petunjuk Teknis Penilaian yang diterbitkan oleh Direktur 
Jenderal atau Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang 
Penilaian pada Direktorat Jenderal. 
4. Jangka Waktu Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau 
Bangunan dalam rangka Pemanfaatan yaitu maksimal 25 (dua puluh 
lima) hari kerja. Jangka Waktu Penilaian Barang Milik Negara Berupa 
Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Pemindahtanganan yaitu 
maksimal 15 (lima belas) hari kerja. Dalam hal ini apabila Penilaian 
Barang Milik Negara selesai sebelum masa yang telah ditentukan, 
maka akan meningkatkan performa kinerja pegawai KPKNL Surakarta. 
5. Pengguna barang tidak dikenai biaya selama proses pelaksanaan 
Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan 
dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan. 
6. Hasil Penilaian dituangkan dalam Laporan Penilaian. Laporan 
Penilaian ditulis dalam Bahasa Indonesia. Di dalam Laporan Penilaian 
paling sedikit memuat: (1) Uraian Objek Penilaian; (2) Tanggal survei 
lapangan; (3) Tanggal Penilaian, Tanggal Penilaian merupakan tanggal 
terakhir pelaksanaan survei lapangan atas Objek Penilaian; (4) Hasil 
analisis data; (5) Pedekatan Penilaian; (6) Simpulan nilai. Laporan 
Penilaian Barang Milik Negara berlaku paling lama 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal Penilaian. Untuk melaksanakan kendali mutu 
atas Laporan Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan, dilakukan pemaparan atas 
konsep Laporan Penilaian. Pemaparan konsep laporan penilaian 
meliputi: (1) administrasi Laporan Penilaian; (2) prosedur dan 





dilakukan sebelum Laporan Penilaian ditandatangani oleh tim Penilai 
Direktorat Jenderal. Laporan Penilaian ditandatangani oleh ketua dan 
anggota tim Penilai Direktorat Jenderal.  
7. Laporan Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dalam rangka 
Pemanfaatan atau Pemindahtanganan memuat (1) Pernyataan Nilai, (2) 
ringkasan nilai, (3) foto objek pembanding, (4) Kartu Identitas Brang, 
(5) fotokopi dokumen pendukung terkait aspek legalitas, (6) fotokopi 
surat tugas, (7) fotokopi keputusan tentang pembentukan tim, (8) 
Berita Acara Survei Lapangan, (9) formulir pendataan dan foto Barang 
Milik Negara, (10) kertas kerja penilaian. 
8. Laporan Penilaian Barang Milik Negara Berupa Bangunan dalam 
rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan memuat (1) pernyataan 
nilai, (2) ringkasan nilai, (3) lingkup pelaksana penilaian, (4) analisis 
data, (5) simpulan nilai, (6) Kartu Identitas Barang, (7) fotokopi 
dokumen pendukung terkait aspek legalitas, (8) fotokopi keputusan 
tentang pembentukan tim penilai, (9) formulir pendataan dan foto 
Barang Milik Negara, (10) surat keterangan kondisi objek penilaian, 
(11) kertas kerja penilaian. 
9. Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau 
Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan di Seksi 
Pelayanan Penilaian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Surakarta sudah dilaksanakan dengan baik; dan 
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari proses awal 
menerima surat permohonan penilaian dari pengguna barang, sampai 
diterbitkannya laporan penilaian. Dalam hal ini, peraturan yang 
dimaksud adalah Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 
145/KN/2013 tentang Standard Prosedur Operasi (Standard Operating 
Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 







Berdasarkan hasil pengamatan di Seksi Pelayanan Penilaian 
KPKNL Surakarta mengenai Prosedur Penilaian Barang Milik Negara 
Berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau 
Pemindahtanganan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Surakarta sudah sesuai prosedur yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan dan penulis tidak menemukan kendala 
yang berarti. 
Adapun kendala yang sering terjadi di Seksi Pelayanan Penilaian 
KPKNL Surakarta yaitu pada saat Survei Lapangan, Tim Penilai sering 
mengalami perbedaan data objek Penilaiannya di lapangan karena tidak 
sesuai dengan surat permohonan dari pengguna barang, sehingga Tim 
Penilai melakukan klarifikasi kepada pemohon agar menyesuaikan data di 
surat permohonan dengan data di lapangan. Namun apabila diizinkan, 
penulis ingin memberikan masukan bagi Seksi Pelayanan Penilaian 
KPKNL Surakarta yaitu lebih meningkatkan pelayanan Penilaian Barang 
Milik Negara agar dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, 
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Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 124/KN/2016 tentang 
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STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURES) 
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG 
 
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, 
 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara, perlu menyusun Standar 
Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Standar 
Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang; 
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan 
Standar Prosedur Operasi (Standard Operating 
Procedures) di lingkungan Departemen Keuangan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 55/PM.1/2007; 
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 
    
Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 
Nomor S-2329/SJ/2012 tanggal 14 November 2012 
tentang Persetujuan SOP Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Tahun 2012; 














Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 
Nomor S-164/SJ/2013 tanggal 23 Januari 2013 
tentang Persetujuan atas 193 Standard Operating 
Procedures (SOP) Ditjen Kekayaan Negara; 
Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 
Nomor S-701/SJ/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang 
Persetujuan atas 26 (dua puluh enam) Standard 
Operating Procedures Ditjen Kekayaan Negara; 
Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 
Nomor S-1036/SJ/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang 
Persetujuan atas 17 (tujuh belas) Standard Operating 
Procedures (SOP) Ditjen Kekayaan Negara (DJKN); 
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5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 
Nomor S-1224/SJ/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang 
Persetujuan atas 286 (dua ratus delapan puluh enam) 
Standard Operating Procedures (SOP) Kantor Wilayah 





     
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 
TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD 
OPERATING PROCEDURES) KANTOR PELAYANAN 
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG. 
 
PERTAMA : Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures 
/SOP) Kantor Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) yang selanjutnya disebut SOP KPKNL adalah salah 
satu pedoman yang digunakan dalam melaksanakan 
pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi KPKNL. 
 
KEDUA : SOP KPKNL diharapkan dapat menunjang kelancaran 
proses pelaksanaan tugas, mempertegas tanggung jawab 
bagi aparatur, dan membantu pengendalian internal oleh 
pimpinan. 
 
KETIGA : SOP KPKNL terdiri dari 353 (tiga ratus lima puluh lima 
puluh tiga) SOP dengan uraian sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini. 
 
KEEMPAT : Setiap perubahan atas SOP KPKNL terlebih dahulu 
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian 
Keuangan untuk memperoleh persetujuan. 
 
KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
ini mulai berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan SOP di 
KPKNL sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-76/KN/2007 
Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating 
Procedures/ SOP) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini 
disampaikan kepada : 
1. Menteri Keuangan; 
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 
3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan; 
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara; 




Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Agustus 2013 









Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
u.b. 
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LAMPIRAN III 
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 
KEKAYAAN NEGARA NOMOR 145/KN/2013 
TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI 
(STANDARD OPERATING PROCEDURES) 




DAFTAR SOP SEKSI PELAYANAN PENILAIAN 
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG 
 
1. SOP Pembentukan Tim Penilai 
2. SOP Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilai 
3. SOP Pelaksanaan Survei Lapangan Dalam Rangka Penilaian  
4. SOP Penyusunan Laporan Penilaian 
5. SOP Pemantauan Pelaksanaan Penilaian 
6. SOP Pemutakhiran Basis Data Penilaian 
7. SOP Penyampaian Laporan Penilaian Sebagai Bahan Kaji Ulang 
8. SOP Laporan Bulanan di Bidang Penilaian 
9. SOP Permintaan Bantuan Teknis Penilaian kepada Kanwil 
10. SOP Permintaan Bantuan Tenaga Penilai 
11. SOP Permintaan Bantuan Penilaian 
12. SOP Perpendekan dan Perpanjangan Masa Berlaku Laporan 
Penilaian 
13. SOP Usul Penggunaan Penilai Eksternal 
14. SOP Usul Pengangkatan Penilai Internal 
15. SOP Usul Pembebastugasan Penilai Internal 
16. SOP Usul Pemberhentian Penilai Internal 
17. SOP Penyampaian Nilai BMN sebagai Bahan Usulan DNA SBSN 
18. SOP Penyusunan Bahan Penggalian Potensi Penilaian 
19. SOP Pelaksanaan Penggalian Potensi Penilaian 
20. SOP Persiapan dan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan di Bidang 
Penilaian 
21. SOP Penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) 
22. SOP Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pelayanan Penilaian 
23. SOP Penyusunan Nota Dinas Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan 
Aparat Pengawas Fungsional 
24. SOP Penyusunan Nota Dinas Penyampaian Arsip Dokumen Kegiatan 












Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
u.b. 






Nomor         : SOP- 1/KPKNL/PENILAIAN/2013
Tanggal Penetapan :                           12 Agustus 2013
Tanggal Revisi :
Dasar Hukum       : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
BMN;
3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing / Cina dan Benda Cagar Budaya;
6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2010 tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam;
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur
Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani
Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
11 Keputusan Menteri Keuangan tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Norma Waktu       : Tujuh hari kerja
Norma Biaya       : Tidak ada
NO AKTIVITAS TIM PENILAI KEPALA KPKNL KASI PELAYANAN PENILAIAN PELAKSANA
1 Kepala KPKNL memberikan arahan kepada Kasi Pelayanan Penilaian untuk membuat konsep surat Keputusan Kepala KPKNL tentang 
Pembentukan Tim Penilai dengan tembusan pihak-pihak terkait.
2 Kasi Pelayanan Penilaian menugaskan pelaksana untuk membuat konsep nota dinas pertimbangan pembentukan Tim Penilai dan 
konsep surat Keputusan Kepala KPKNL tentang Pembentukan Tim Penilai dengan tembusan pihak-pihak terkait.
3 Pelaksana membuat konsep nota dinas pertimbangan pembentukan Tim Penilai dan konsep surat Keputusan Kepala KPKNL tentang 
Pembentukan Tim Penilai.
4 Kasi Pelayanan penilaian meneliti dan menandatangani nota dinas pertimbangan pembentukan Tim Penilai dan memaraf konsep surat 
Keputusan Kepala KPKNL tentang Pembentukan Tim Penilai.
SOP Pembentukan Tim Penilai
5 Kepala KPKNL meneliti dan menandatangani konsep surat Keputusan Kepala KPKNL tentang Pembentukan Tim Penilai dan 




I. B. Aditya Jayaantara
NIP 19660724031993031001
Nomor         : SOP- 2/KPKNL/PENILAIAN/2013
Tanggal Penetapan :                           12 Agustus 2013
Tanggal Revisi :
Dasar Hukum       : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
BMN;
3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan Piutang
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 
VERIFIKASI DAN ANALISIS PERMOHONAN PENILAIAN
Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing / Cina dan Benda Cagar Budaya;
6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2010 tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam;
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur
Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani
Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
11 Keputusan Menteri Keuangan tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Norma Waktu       : Lima hari kerja










1 Kepala KPKNL menerima surat/nota dinas permohonan penilaian dan kemudian mendisposisikan surat/nota dinas
tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan Penilaian
2 Kepala Seksi Pelayanan Penilaian meneliti surat/nota dinas permohonan penilaian dan mendisposisikan kepada
pelaksana.
3 Pelaksana menerima disposisi dan melakukan verifikasi dan analisis kelayakan terhadap permohonan penilaian 
meliputi: arestasi, pernah dinilai atau belum, apakah penilaian telah melewati 6 bulan, jumlah barang yang akan 
dinilai, legalitas dokumen, lokasi objek, lamanya survei, kemudian membuat konsep nota dinas Kepala Seksi 
Pelayanan Penilaian tentang penyampaian hasil verifikasi permohonan penilaian disertai dengan:
a. jika dokumen permohonan penilaian tidak lengkap, maka pelaksana menyusun konsep nota dinas/surat
    permohonan kelengkapan dokumen, kemudian menyampaikannya kepada Kasi Pelayanan Penilaian
b. jika permohonan penilaian tidak layak untuk dilakukan penilaian, maka pelaksana menyusun konsep nota
    dinas/surat penolakan permohonan penilaian  dan  menyampaikannya kepada Kasi Pelayanan Penilaian
SOP Verifikasi Dan Analisis Permohonan Penilaian
c. jika dokumen permohonan penilaian sudah lengkap, maka pelakasana menyusun konsep nota dinas
    permohonan penerbitan surat tugas, kemudian menyampaikannya kepada Kasi Pelayanan Penilaian serta
    menyusun konsep nota dinas/surat pemberitahuan tindak lanjut permohonan penilaian yang ditujukan kepada
    Pemohon/Pengguna Barang.
4 Kasi Pelayanan Penilaian meneliti dan menandatangani nota dinas Kepala Seksi Pelayanan Penilaian kepada
Kepala KPKNL tentang penyampaian hasil verifikasi, penunjukan tim penilai (jika permohonan penilaian diterima),
dan menandatangani konsep nota dinas/memaraf surat Kepala KPKNL tentang permintaan kelengkapan dokumen
atau penolakan permohonan atau pemberitahuan rencana/jadwal penilaian atau pengajuan surat tugas.
5 Kepala KPKNL meneliti hasil verifikasi dan menandatangani surat kepada pemohon atau pengguna barang tentang
permohonan kelengkapan dokumen atau pengembalian berkas permohonan atau pemberitahuan rencana/jadwal
penilaian atau mendisposisikan pengajuan surat tugas kepada Kasubbag Umum.














SOP Verifikasi Dan Analisis Permohonan Penilaian





I. B. Aditya Jayaantara
NIP 19660724031993031001
Nomor         : SOP- 3/KPKNL/PENILAIAN/2013
Tanggal Penetapan :                           12 Agustus 2013
Tanggal Revisi :
Dasar Hukum       : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
BMN;
3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 
PELAKSANAAN SURVEI LAPANGAN DALAM RANGKA PENILAIAN
Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing / Cina dan Benda Cagar Budaya;
6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2010 tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam;
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur
Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani
Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
11 Keputusan Menteri Keuangan tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Norma Waktu       : Lima hari kerja
Norma Biaya       : Tidak ada




1 Tim Penilai menerima Surat Tugas kemudian mempersiapkan alat dan bahan untuk penugasan
2 a. Tim Penilai melakukan Survei Lapangan
b. Dalam hal Tim Penilai tidak dapat melakukan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) PMK Nomor 179/PMK.06/2009 tentang
Penilaian Barang Milik Negara, Tim Penilai membuat Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Survei Lapangan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan Penilaian
3 Tim Penilai melakukan verifikasi data/informasi yang diperoleh di lapangan. Jika masih terdapat data lain yang dibutuhkan, Tim penilai menyiapkan Daftar
Dokumen/Data yang diperlukan.




4 Tim Penilai melaksanakan Penilaian dengan mencari data-data/ informasi terkait penilaian seperti mencari data pembanding.
5 Pada hari terakhir survei lapangan, Tim Penilai membuat Berita Acara Survei Lapangan. Selanjutnya, Tim Penilai bersama dengan Pihak Terkait




I. B. Aditya Jayaantara
NIP 19660724031993031001
Nomor         : SOP-4/KPKNL/PENILAIAN/2013
Tanggal Penetapan :                           12 Agustus 2013
Tanggal Revisi :
Dasar Hukum       : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
BMN;
3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 
PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIAN
Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing / Cina dan Benda Cagar Budaya;
6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2010 tentang Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam;
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur
Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani
Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
11 Keputusan Menteri Keuangan tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Norma Waktu       : Lima belas hari kerja untuk pemindahtanganan BMN
Dua puluh lima hari kerja untuk pemanfaatan BMN
Dua puluh hari kerja untuk penyusunan neraca pemerintah pusat
Dua puluh hari kerja untuk penilaian barang jaminan
Norma Biaya       : Tidak ada




1 Berdasarkan data/informasi yang diperoleh saat survei lapangan, Tim Penilai melakukan analisis perhitungan nilai. 
2 a. apabila terdapat data lain yang dibutuhkan, penilai membuat Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kemudian bersama
    dengan Pihak Terkait menandatangani BATKD dan menyampaikan BATKD kepada Pihak Terkait serta menyampaikan fotokopi
    BATKD kepada Kasi Pelayanan Penilaian.
b. apabila tidak dibutuhkan data tambahan, Tim Penilai melanjutkan analisis perhitungan nilai
3 Kepala Seksi Pelayanan Penilaian meminta tambahan data yang dibutuhkan kepada pemohon melalui nota dinas atau surat Kepala








4 Pemohon menyampaikan tambahan data yang dibutuhkan melalui surat/nota dinas kepada Kepala Seksi Pelayanan Penilaian.
5 Kepala Seksi Pelayanan Penilaian menerima tambahan data yang dibutuhkan dari pemohon dan menyampaikan kepada Tim Penilai.
6 Tim Penilai menerima tambahan data yang dibutuhkan dari Kepala Seksi Pelayanan Penilaian serta melanjutkan analisis perhitungan
nilai.
7 Tim Penilai dapat memaparkan konsep laporan penilaian dihadapan para penilai yang ditunjuk Kepala KPKNL.
A




SOP Penyusunan Laporan Penilaian
8 Tim Penilai mencetak dan menandatangani laporan penilaian berdasarkan hasil kesepakatan Tim Penilai. Selanjutnya, Tim penilai
menyusun konsep nota dinas Kasi Pelayanan Penilaian tentang penyampaian hasil penilaian dan konsep nota dinas/surat rahasia
Kepala KPKNL  tentang penyampaian laporan penilaian kepada pemohon
9 Kasi Pelayanan Penilaian meneliti dan menandatangani nota dinas Kasi Pelayanan Penilaian kepada Kepala KPKNLtentang
penyampaian hasil penilaian dan menandatangani konsep nota dinas/memaraf surat rahasia Kepala KPKNL kepada Pemohon tentang
penyampaian laporan penilaian
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